
GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2013-2033

Menimbang : a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (31

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2OO7 tentang Pengeirrlaan
Wilayah Pesisir dan Puiau-Pulau Kecii serta menindaklanjuti
ketentuan dalam Pasai 13 Peratr-rran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelc,laan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu meneta.lrkan
Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pu-1au,-Pu1au Kecil
Provinsi Sumatera Utara;

bahu'a berdasarkan pertimbangel sebagaima-na dimal<sud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur ten.tang
Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2033;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembenttrkan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran l\legara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64. Tambrahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lemb,aran
Negara Republik Indonesia Tahun I99A Nomor 49, Taml:rrahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3aD);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun L999 tentang Kehutranan

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun t999 Ncmor 167,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2AO4 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4I llirhun
1999 tentang Kehutanan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 86, Tambahan Lembaran lrlr:gara
Republik Indonesia Nomor 44t2);
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4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO4 tentang Sumber Daya
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 N'omor
32, Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor
a377);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2AA4 tentang Perikana::
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor ,+433)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undarrg Nomr:r 45
Tahun 2AO9 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 2OO9 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 154, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun t2OO4
Nomor 125, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indorresia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, tereLkhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Unriang-Undang Nomor 32 Tahun '.ZOO+

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Ne:gara
Republik indonesia Nomor a8a+);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OA4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Da.erah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomorr' 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42138);

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2AO7 ten,tang
Penanggulangan Bencana {Lembaran Negara Reprrblik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 66, Tambahan Lembaran l\Tegara
Republik Indonesia Nomor 47231;

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OA7 tentang Pene.taan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 'ZOOT

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indolresia
Nomor 47251;

10. UnCang-t-rndang Nomor 27 Tahun 2AO7 tcntang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran hTegara
Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 84, Tamh'ahan
Lembara-n Negara Republik Indonesia Norrror +7391;

11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO9 te:rttang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tia.hun
2OOg Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a9661;

12. Undaag-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran hTr--Sara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

13. Peraturan...
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Peraturan Pemerintah Nomor 2I Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomcr 59];

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 terrtang
Koardinasi Kegiatan Instansi Vertikai di Daerah (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambrrhan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 terrtang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerirrtah,
Pemerintahan Daerah Provinsi" dan Pemerintahan DeLerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia'llahun
2AO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repinblik
indonesia i.lomor a7 371;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 20CI7 tentang
Konserv'asi Sumber Daya lkan (Lembaran Negara Rep:ublik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor I34, Tambahan Lemh,aran
Negara Republik Indonesia Nomor 4779);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 te:ntang
Penyelengga-raan Penanggulangan Bencana (Lembaran htrr:gara
Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8281;

Peraturan Femerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Ren.cana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 48, Tambahan Lembaran Nr:gara
Repubtik Indonesia Nomor a833);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2070 tentang
Penyelen ggaraan Penataan Ruang {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2A1O Nomor 21, Tambahan Lembaran lrl'egara
Republik Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2A1O tetrtang
Pemanfaatan Pulau-Pu1au Kecil Terluar (Lembaran l{':gara
Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5151);

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2O10 tentang Mitigasi
Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lenrbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2}rc Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 515a);

Peraturan Mentei'i Kelautan dan Perikanan Nornor PEl3.16/
MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Fesisir
dan Pulau-Pulau Kecil;

20.
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23. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.IZ/
MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisj.r dan
Pulau-Pulau Kecil;

24. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PBF:.18/
MEN/2008 tentang Akreditasi Terhadap Program Pengclolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

25. Peraturan Menteri Kelautan d,an Perikanan Nomor PEF:.20/
MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan
Perairan di Sekitarnya;

26. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PEF:.08/
MEN/2009 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan
Masyarakat Dalarn Pengelolaan Wilayah Fesisir dan F\.rlau-
Pulau Kecil;

27 - Feraturan Menteri l{elautan Can Perikanan Nomor PEF:.14/
MEN/2009 tentang Mitra Bahari;

28. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 200E tentang Pengetrolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Dearah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 5, Tamb:lhan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5);

29. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera lltara
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun j2008

Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sum,atera
Utara Nomor 8);

30. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2OO9 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2OA9-2A13 (Lembar€Ln Daerah Provinsi Sumratera
Utara Tahun 2AA9 Nomor 8, Tambahan Lembaran DeLerah
Provinsi Sumatera Utara Nomor 19);

31. Peraturan Daerah Nomor 7 Ta-leun 2003 ten'i-ang Rencar:.a Tata
Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara 2OO3-2O18 (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003 Norncrr 7,
Tambahan Lentbas'an Daerah Provinsi Sumatera {Jtara
Nomor 9 Seri C);

MEMUTUSXAN...
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN GUBERNUR TBNTANG RENCANA STRATDGIS
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KBCIL PRO\/INSI
SUI\,IATERA UTAP-q, TAHUN 20 1 3-2033.

BAB I

KBTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera t-Itar:a.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai utnsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.

4. Dinas adalah Dinas Kelautan da-n Perikanan Provinsi Sumatera Utara.

5. Bappeda ada-lah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pr'<lvinsi
Sumatera Utara.

6. Pengeiolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pu1au Kecil adalah suatu proses
perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antar sektor, arrtata Pemerintah dan
Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu
pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahtrlraan
masyarakat.

7. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut
yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan iaut.

8. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sarna dengan :2.000
kmz (riua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.

9. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati,
sumber daya non hayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan;
sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang Iamun,
mangrove dan biota laut lain; sumber daya non hayati meliputi pasi.r, air
laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut
yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan
berupa keindahal a1am, permukaan dasar laut tempat instalasi barvilh air
yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombanS; laut
yang terdapat di Wilayah Pesisir.

10. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, h,3warl,
organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungl.limnya
dalam membentuk keselmtrangan, stabitritas, dan produktivitas.

11. Bioekoregion...
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1i. Bioekoregion adaiah bentang alam yang
kesatuan ekologis yang ditetapkan oleh
aliran sungai, teluk, dan arus.

berada di dalam satu hamF)aran
batas-batas a1am, seperti deLerah

12. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan metiputi
perairan sejauh 12 {dua belas} mil laut diukur dari garis pantai, penairan
yang menghubungkan pantel der puiau-pulau estuani, teluk, perairan
dangkal, rawa payau, dan laguna.

13. Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dal, Pulau-Pulau Kecil yang
memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik
fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.

14. Pantai adalah daerah pertemuan antara air pasang tertinggi dengan daratan.

15. Laut adalah ruang wilayah lautan _yang merupakan kesatuan gec4lrafis
beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sisternnya
ditentukan berdasarkan aspek fungsional.

16. Pesisir adalah daerah pertemuan antara pengaruh daratan dan penp;aruh
lautan.

17. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang letrirnya
proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus)
rneter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

18. Rencana Strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan l.intas
sektor untuk Kawasan perericariaan pembangunan melalui peneiapan
tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan darngan
indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.

19. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Puiau Kecil yang selaniutnya
disingkat RSWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan
sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan Cisertaj dengaa penel.apan
struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat keg;iatan
yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya rlapat
eiilakukan seielah memper"oleh izin.

20. Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecii adalah upaya
perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersecliaan,
dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan
tetap memelihara dan meningkatkan kualitas niiai dan keanekaragamannya.

21. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik
secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik aJami dam/atau
buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningl<atan
kemampuan menghadapi ancalnan bencana di u'ilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil.

22. Pemangku Kepentingan Utama adalah para pengguna suinber daya pesisir
dan pulau-pulau kecil yang mempunyai kepentingan langsung tlalam
mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil,
seperti nelayan tradisional, neiayan modern, pembudidaya ikan, pengtrsaha
pariwisata, pengu saha perikanan, dan masy arakat pesisir.

23. Pemberdayaan...
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23. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau
bantuan kepada masyarakat pesisir agar mampu menentukan pilihan yang
terbaik da-lam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pu1au. kecil
secara lestari.

24. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlal<u dalam tata
kehidupan masyarakat.

BAB II

RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PIJLAU-PUI,AU KECII,

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

{1) Maksud dari RSWP-3-K Provinsi Sumatera Lltara sebagai norma, sterndar
dan pedoman bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemer:intah
Kabupaten/Kota dalam melakukan penyusunan perencanaan pengelolaan
v,'ilayah pesisir dan puiau-pulau kecii..

(21 Tujuan ditetapkannya peraturan ini agar terwujud perencanaan pengelolaan
wilayah pesisir dan pulau*puiau kecil secara terpadu pada tingkai
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan I atau Pemerintah Kabup aten / Kota.

Bagiarr Kedua

Prinsip Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecjil

Pasal 3

Prinsip perencanaan pengelola-a-n wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu:

a. merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan danf atau komplemen dari
sistem perencanaan pembangunan daerah;

b. mengintegrasikan kegiatan antara pemerintah dengan pemerintah daerah,
antarsektor, antara pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat, ;antara
ekosistem darat dan ekosistem laut, dan anta,ra ilmu pengetahuz.ft da.fl
prinsip-prinsip manaj emen ;

c. dilakukan sesuai dengan kcndisi biogeofisik Can potensi )'ang dimiliki
masing-masing daerah, serta dinamika perkembangan sosial budaya dlraerah

dan nasional; dan

d. melibatkan peran serta masyarakat setempat dan pemangku kepentingan
lainnya.

Bagian Ketiga...
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Bagian Ketiga

Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 4

(1) RSWP-3-K merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan/atau komplemen
dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera
Utara.

(21 RSWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahart
kebijakan dalam penyusunan:

a. Rencana Zanasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil iRZWP-3-K);

b. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP-3-K);

c. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(RAPWP-3-K).

(3) Penyusunan perenca.naan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 d.iatur
sesuai d.engan ketentuan peraturan perundang-undangan-

BAB III

SISTBMATIKA

Pasal 5

(1) Penyusunan dokumen final RSWP-3-K, dengan sistematika meliputi:

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII

PENDAHULUAN

METODOLOGI PENYUSUNAN RENSTRA

PROFIL PROVINSI SUMATERA UTARA

RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAT]

KECIL PROVINSI SUMATERA UTARA 2013-2033

PROSES IMPLEMENTASI RENSTRA WILAYAH PESISIR DAN

PULAU-PULAU KECIL

PROSES KAJI ULANG DAN EVALUASI

PENUTUP

(21 RSWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum da-lam Larrrpiran
Dokumen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pera.turan
Gubernur ini.

Pasal 6..,
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Pasal 6

RSWP-3-K Provinsi Sumatera Utara berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan
dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal7

(U Gubernur melakukan pengendalian terhadap perencanaan penge[<llaan
wiiayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya.

{21 Pengendalian sebagaimana dirnaksud pada ayat t1}, meliputi kebijakan
terhadap perencanaan dan program dan/atau kegiatan pengelolaan wil.ayah
pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasai 8

Pengendalian perencanaan pengelolaan wilaya-h pesisir dan pulau-;rulau
kecil di Provinsi Sumatera Utara untuk perencanaan dilakukan oleh
Bappeda dan Dinas untuk kegiatan yang dilakukan oleh SKPD atau instansi
terkait sesuai tugas, pokok dan fungsinya.

Pengendalian perencanaan oleh Bappeda meiiputi pemantauan, sup,ervisi,
Can tindak lanjut agar pencapaian tujuan sesuai dengan kebijahan
pembangunan daerah.

Pengenda-lian program daniatau kegiata,tr oleh Dinas meliputi reralisasi
pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.

Pengendalian program sebagaimarra dimaksud pada ayat i3) disusun dalam
bentuk laporan triwulan dan disampaikan kepada Bappeda.

Kepala Bappeda melaporkan hasii pengendalian perencanaan sebagairrrana
dimaksud pada ayat (21 dan pengendalian program dan/atut kep;iatan
sebagaimana dimaksud paria ayat (41 kepada Gubernur disertai dt:ngan
rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasa] 9

Gubernur melakukan evaluasi terhadap perencanaan pengelolaan wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi evaluasi terhadap
kebijakan, pelaksanaan dan hasil rencana pengelolaan wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil.

(3)

(4)

(si

(1)

(2)

Pasal 10...
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Pasa-l 10

(1) Evaluasi terhadap perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan ,pulau-
pulau kecil di Provinsi Sumatera Utara untuk perencanaal dilakukal.rL oleh
Bappeda dan Dinas untuk pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatal yang
dilakukan oleh SKPD sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya.

(2) Evaluasi terhadap perencanaan oleh Bappeda meliputi penilaian terJhradap
pelaksanaan proses perumusan dokumen dalam pelaksanaan progranr dan
kegiatan perencanaan pengeioiaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kec.il.

(3i Evaluasi untuk pencapaian kinerja pelaksanaan prograrn d.an/atau keg,iatan
oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Ba";rpeda
set.iap triwulan.

(41 Kepala Bappeda melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat {2\, dan (31 kepada Gubernur disertai derrgan rekomendasi dan larrgkah-
langkah yang diperlukan.

{5i Hasii evaiuasi sebagaimana rjimaksuci pada ayat (4J merupakan bahan
dalam penyusunan perencanaan pengeloiaan wilayah pesisir dan nrulau-
pulau kecil berikutnya.

Pasa-l 11

Gubernur berkewajiban memberikan informasi mengenai hasii pengenda-iia:r dan
evaluasi pelaksanaan pengelolaan wiiayah pesisir dan pulau-pulau kecil kr:pada
masyarakat.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkal pengundangan PereLturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera
Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 7 Juni 2013

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

trd.

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
padatanggai 14 Juni 2OI3

SEKRETARIS DAtrRAH PROVINSI
SUMATERA UTARA,

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATBRA UTARA TAHUN 2013 NOMOR 18



I{ATA PENGANTAR

Provinsi Surnatera Utara memiliki wilayah pesisir dan pulau-Frrlau
kecil dengan potensi yang sangat besar untuk menggerakkkan roda
perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. TetapiL jika
potensi yang besar tersebut tidak dikelola dengan benar cl:lpat

menyebabkan degradasi dan kehancuran sumberdaya pesisir dan pr"rrJ.au-

pulau kecil dan pada akhirnya dapat menimbulkan bencana lngi
masyarakat.

Dalam upaya mencegah timbulnya bencana tersebut, pengelolaan

sumberdaya pesisir harus dilakukan secara terpadu, efektif rlan

berkelanjutan melalui pen)rusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir rlan

Pulau-Pulau Kecil {RSWP-3-K) Provinsi Sumatera Utara dalam jangka

waktu 20 tahun. Pen5rusunan RSWP-3-K dapat dijadikan setxrgai

landasan yang konsisten dan terarah untuk pen)ausunan rencano zorraSi,

rencana pengelolaan dan rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir rlan

pulau-pulau kecil di wilayah Sumatera Utara. Dokumen Renstra Wilnryrah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K) Provinsi Sumatera Utara i;1013

2033 ini disusun dengan pendekatan partisipatif, aspiratif <lan

mengedepankan akuntabilitas publik. Namun disadari RSWP-3-K ini
masih ada kelemahannya, sehingga perlu dikaji ulang setiap 5 (lirna)

tahun sekali untuk penyesuaian terhadap dinamika pembangrilns.rr

ekonomi, sosial dan budaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Setelah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utiara,

RSWP-3-K ini dapat dijadikan sebagai salah satu dasar atau pedo:rrnn

dalam penyusuna.n Rencana Pembangunan Jangka Panjang {Rttl.1p1

dan/atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Prov'insi

Sumatera Utara.
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LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTtrJRA
NOMOR 18 TAHUN 2OL3
TANGGAL 7 JUNI 2AI3

I. PENDAHULUAN

Ll. Latar Belakang

Berdasarkan letak geografis, Provinsi Sumatera Utara beratla

pada posisi strategis karena diapit oleh $amudera Hindia di sebelah

barat dan Selat Malaka di sebelah timur. Posisi yang strategis ini di satu

sisi memberikan peluang untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, tetapi di

sisi lain membuat sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yanrg

ada di daerah ini banyak mengalami tekanan, baik karena aktiviters

pembangunan maupun aktivitas manusia lainnya. Pesisir timur

merupakan wilayah yang paling pesat perkembangannya karena

persyaratan infrastruktur yang relatif lebih lengkap dari pada wilayah

lainnya. Wilayah pesisir timur juga merupakan wilayah yang relatif paclat

konsentrasi pend ud uknya dibandingkan wilayah lainnya.

Provinsi Sumatera Utara dengan panjang garis pantai 1.308,5 krn

memiliki potensi sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yanl;

relatif besar, yang bila dikelola dengan baik dapat menjadi penggenak

kegiatan ekonomi di wilayah Sumatera Utara. Perairan Pantai Barert

memiliki karakteristik yang berbeda dibanding perairan Pantai Timur,

baik dari segi aspek oseanografis, aspek ekosistem, dan aspell<

sumberdaya hayati.

Perairan Pantai Barat dicirikan dengan gelombang laut yang beseu,

kisaran pasang surut yang kecil, dan dasar perairan berpasir darrt

berbatu, dan memiliki ratusan pulau, sedangkan Pantai Timur memillki

kisaran pasang surut yang besar dengan dasar perairan berpasir dan

berlumpur, dan hanya memiliki beberapa pulau saja. Demikian halny'et

jenis ekosistem pesisir dan laut yang ada juga terdapat perbedaan, bila

di kawasan pesisir timur banyak ditemukan ekosistem mangrove, tetapi

di Pantai Barat relatif sedikit. Dari sumberdaya hayati laut, perairan
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Pantai rimur memiliki potensi sumberdaya ikan pelagis menciapai

126.5A0 ton/tahun, dan ikan demersal 110.000 ton/tahun, sementarar di

Pantai Baratpotensi ikan pelagis mencapai 11s.000 ton/tahun dan iik,an

demersal mencapai 80.000 ton (Azis et al., lggg). perbeclaan

karakteristik wilayah pesisir, laut dan pulu-pulau kecil antara pantai Brarat

dan PantaiTimur menuntut sistem pengelolaan yang berbeda, baik ur,rtuk

tujuan-tujuan ekonomi maupun tujuan konservasi.

wilayah Pesisir Timur sumatera utara terdiri ,rtari

9 (sembilan) Kabupaten/Kota, yaitu : Kabupaten Langkat, Kota Medan,

Kabupaten Deli serdang, Kabupaten serdang Bedagai, Kabuperten

Asahan, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Batubara, Kabupaten Labulran

Batu utara, dan Kabupaten Labuhan Batu. Luas wilayah kecam€ilrtian

pesisir dibagian timur Sumatera Utara adalah 4Jj99,44 km2 yang tencliri

dari 172 desa pesisir. Di Pantai Timur Sumatera Utara terdapat 24 (t:lua

puluh empat) pulau kecil, yang berlokasi di Kabupaten Langkat 5 pulliaru,

yakni Pulau Sembilan, Pulau Kampai, Pulau Panjang, Pulau Rawa, dlan

Pulau selingkar; di Kabupaten serdang Bedagai 3 pulau, yakni Puliau

Berhala, Pulau Sokong Nenek, dan Pulau Sokong Siembarnrl;,

Kabupaten Batubara 2 pulau yaitu Pulau salah Nama dan purrilu

Pandang, dan Kabupaten Labuhan Batu 14 pulau. Pulau Berhrala

merupakan pulau terluar yang berada di perairan Selat Malaka.

Di perairan Pantai Barat terdapat 375 pulau, yang tersebar di

8 (delapan) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota

Sibolga, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Nakrl,

Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat cll:rn

Kabupaten Nias Selatan. Luas administrasi kawasan pesisir Pantai Berrrrat

mencapai 25.328 km2 (sekitar 39,93olo dari luas Provinsi Sumaterra

Utara). Jumlah pulau-pulau kecil yang terdapat di Pantai Barat Sumatrr:rra

Utara yang telah dikelola sebanyak 159 pulau, dan sebagian besiilr

terdapat di wilayah Pulau Nias khususnya di Kepulauan Batu yang terdiri

dari 51 pulau dengan 4 pulau besar yakni Pulau Sibuasi, Pulau Pinri,

Pulau Tanahbala, dan Pulau Tanahmasa. Pulau Simuk merupak;ian

pulau terluar di Pantai Barat yang berada di Kabupaten Nias Selatmrn,

Rencana Strategis Wtayah Pesisir dan Pulau-putau Kecil Provinsi Sumaten utara 201&2A3g 2



Kecamatan Pulau-Pulau Batu di perairan Samudera Hindia. Prulau

Wunga juga pulau terluar di Kabupaten Nias Barat.

Di Kabupaten Mandailing Natal terdapat 15 pulau kecil yang

terdapat di Kecamatan Batahan sebanyak tiga (3) pulau yaitu Pr,rlau

Tamang, Pulau Keronggo dan Pulau Rubiah, Kecamatan ltilaLtal

Sembilan (9) pulau yaitu Pulau Ungge, Pulau Kapecong, Pulau

Palintangan, Pulau Taluo, Pulau Buayo, Pulau Ketek, Pulau Gadarrrg,

Pulau Kaderui dan Pulau Ringawan serta di Kecamatan Muara Batcrrng

Gadis sebanyak tiga (3) pulau yaitu Pulau llik, Pulau Sadakah dan Puliau

Tangah. Masalah pulau-pulau kecil di lndonesia khususnya pulau terluar

menjadi isu strategis nasional karena menyangkut keutuhan NKRI clan

harga diri bangsa.

Sampai saat ini tingkat pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir,

laut dan pulau-pulau kecil di Provinsi Sumatera Utara masih relatif ke,c;il,

walaupun pada beberapa lokasi telah menunjukkan indikasi ott4er

exploited, degradasi ekosistem dan terjadinya pencemaran perairern

pesisir dan laut. Untuk meningkatkan tingkat pemanfaatan sumberdary'a

pesisir, laut dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan (susfainable) den

terpadu (integrated) dibutuhkan rencana strategis wilayah pesisir, larrt

dan pulau-pulau kecil yang mampu mengakomodasi dimensi ekononri,

ekologis dan dimensi sosial budaya. Sebagai kelanjutan dari Rensltra

Pengelolaan Wilayah Pesisir Provinsi Sumatera Utara tahun

2004 - 2010, maka penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir din,n

Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 - 2033 (20 tahun)

perlu dilakukan sebagai tindak lanjut dari UU No. 27l2OO7 tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan penjabanlrn

Perda Sumatera Utara No. 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayarh

Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Untuk mencapai tujuan tersebul,

penyusunan rencana strategis perlu dilakukan dengan mengedepankallt

akuntabilitas publik, aspiratif dan partisipatif dari seluruh pemangku

kepentingan sehingga diperoleh rencana strategis yang holistik.
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1.2 . Tujuan dan Manfaat Renstra

1.2.1. Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir clan
Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara Z01g - 2033:

a) Tujuan Ekologis yakni melindungi dan merehabillitasi

ekosistem wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecill di

Sumatera Utara.

b) Tujuan Pembangunan Ekonomi yakni mengembangnlkan

sistem pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut dan pr.nlau-

pulau kecil secara optimal, efisien dan berkelanjutan unrlluk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

c) Tujuan Pembangunan Sosial yakni memulihkan dan

menjamin hak dan kewajban masyarakat dalam mengelllola

sumberdaya wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kienil

secara berkelanjutan.

d) Tujuan Administratif yakni meminimalkan kolrrllik

pemanfaatan dan kewenangan dalam pengelolaan wilayah

pesisir, laut dan pulau-pulau kecil sehingga dicapai sulertu

keterpaduan dan keberlanjutan program.

1.2.2. Manfaat Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Purliau
Kecil Provinsi Sumatera Utara z}fi - 2033 :

a) Memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam mencapai tuju;an-

tujuan pembangunan daerah dan pembangunan nasionlill,

khususnya diwilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.

b) Memberikan landasan yang konsisten dan terarah trargi

penyusunan Rencana Zonasi (Zonation Plan), Renc*rna

Pengelolaan (Management PIan) dan Rencana Aksi (Actii<tn

Plan).
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{.3. Defenisi Operasional

a. Batasan Laut Provinsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 ten'lliarng

Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal ('10) memberi kewenantgtan

kepada daerah untuk mengelola sumber daya nasional yierng

tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelilhrara

kelestarian lingkungan. Kewenangan daerah di wilayah liaut,

meliputi: a) eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan

kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut, b) pengatr"rran

kepentingan administrasi, c) pengaturan tata ruang, d) penegalkan

hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau y'ang

dilimpahkah kewenangannya oleh pemerintah, dan e) bant'uan

penegakan keamanan dan kedaulatan negara.

Luas laut Provinsi adalah wilayah laut sejauh 12 mil dari giaris

pantai ke arah laut lepas (Pasal 3). Pengertian laut dalam renstra ini

adalah laut Provinsi Sumatera Utara antara 4 - 12 mil dari graris

pantai ke arah lepas pantai yang pengelolaannya darlerm

kewena ngan Pemerintah Provinsi Sumatera Uta ra.

b. Batasan Pulau-Pulau Kecil

Pulau adalah masa daratan yang terbentuk secara alennni,

dikelilingi oleh air dan selalu berada atau muncul pada saat iair

pasang- Apabila daratan yang pada saat pasang tertinrgpgi

permukaannya ditutupi air, tidak termasuk kategori pulau (UNCLOS,

1982). Pulau-pulau kecil, pulau yang berukuran kecil yang sec,ara

geografis terpisah dengan pulau induknya (mainland) dan memiiliki

ekofogfs yang terisolasi dengan habitat lainnya.

Batasan luas pulau kecil berupa 10.000 km2 dan pendudh.rk

500.000 jiwa (Beller,1990) dalam Yudasmara (2004), luas 1O.lil)0

kmz atau lebarnya 10 km (Bengen, 2AA2),luas 2.000 km2 pendua:hrk

200.000 orang (Ramono, 2OO4i1; luasnya 2.000 km2 1UI{ESCO,191t)1)
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datam Apdillah (2006); luas 1.000 km2 penduduk 100.000 jiwa

(Brookfield, 1990) datam Dahuri (2003) dan luasnya 1.000 lkm2

berdasarkan IHP-lll UNESCO dalam Apdillah (2006). Pada awallrrya

pemerintah mendefinisikan pulau kecil adalah pulau yang ukulan

luasnya kurang atau sama dengan 10.000 km2, dengan juntllah

penduduknya kurang atau sama dengan 200.000 orang (Kepmen IJIKP

No.41l2000), kemudian Kepmen DKP No.39 tahun 2004 menetapl<an

luasan pulau kecil kurang atau sama dengan 2.000 km2, melalui

Undang-Undang No.27 tahun 2A07 tentang Pengelolaan Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, menetapkan ukuran pulau kecil kurang

atau sama dengan 2.000 km2 (Pasal 1 ayat 3).

Pulau-pulau sangat kecil adalah pulau-pulau yang mempunltai

luas area kurang dari 2.000 km2 dan atau tebarnya kurang dari 3 k:m

(Bengen, 2002); luasnya 1.000 km2 dan populasi 500.000 jivva

(Hein,199}) datam Fauzi (2005), dan luasnya 100 km2 lebar 3 km

(UNESCO, 1 991 ) dalam Apdillah (2006).

Karakteristik pulau-pulau kecil adalah: (1) terpisah dari pulitu

besar, (2) sangat rentan terhadap perubahan yang disebabkan aliam

maupun manusia, (3) memiliki keterbatasan daya dukung pulau, (,4)

apabila berpenghuni, penduduknya mempunyai kondisi sosial detn

budaya yang khas, dan (5) ketergantungan ekonomi lokal palcla

perkembangan ekonomi luar pulau baik pulau induk maupun kontinarn

(Pasal 12 ayatzUU No.2712007).

Karakteristik lingkungan hidup pulau-pulau kecil menuntfi

Brookfield (1990) dalam Dahuri (2003) berupa:

1) Pulau-pulau kecil memiliki daerah resapan (catchment area) yang

sempit, sehingga air tanah yang tersedia sangat rentan terhadiap

pengaruh intrusi air laut, kontaminasi akibat nitrifikasi dan

kekeringan.

2) Pulau-pulau kecil memiliki daerah pasir yang sangat panjang

terbuka (ratio antara panjang garis dengan luas area relatif besaf

sehingga lingkungannya sangat mudah dipengaruhi oleh aksi

gelombang yang berasaldari badaidan tsunami.
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Spesies organisme yang hidup di pulau-pulau kecil p:rda

umumnya bersifat endemik dan perkembangannya lanrbat,

sehingga mudah tersaingi oleh organisme tertentu )/,elng

didatangkan dari luar pulau.

Pulau-pulau kecil memiliki sumberdaya alam terresterial )','erng

sangat terbatas baik yang berkaitan dengan sumberdaya i'llam

mineral, air tawar maupun dengan kehutanan dan pertanian.

Dalam rangka peningkatan kapasitas pengelolaan sumberclerya

pesisir, dan pulau-pulau kecil Provinsi Sumatera Utara, sangat penting

dilakukan reorientasi kebijakan sesuai kondisi terkini, yang matnrrpu

mengakomodasi dimensi ekologis, ekonomi dan dimensi scls;ial

budaya, sehingga dicapai tingkat pemanfaatan yang optimal rolan

berkelanjutan. Salah satu tahapan dalam reorientasi tersebut adtalah

adanya peren€naan strategis sebagai acuan dalam pendayagUni?r?rl

wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil. Dengan Renstra ini elikan

dicapai keterpaduan pengelolaan dan keberlanjutan sumberdlletya

pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang manfaatnya akan dirasarlk;an

generasisaat ini dan generasiyang akan datang.

Garnbar 1- Keindahan PantaiCermin, Kabupaten Serdarg Bedagai
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&mba2- Keindahan Pantai Pardan, lGhrpaten Tapanuli Tengah
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II. METODOLOGI PENYUSUNAN RENSTRA

2.1. Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Daerah perencanaan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil (Renstra WP-3-K) Provinsi Sumatera Ulara

2013 - 2033 meliputi 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota yang merniliki

wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, yang terdiri rJari

8 Kabupaten/Kota di Pantai Barat dan 9 (sembilan) Kabupatenfl(otin di

Pantai Timur. Di wilayah Pantai Timur meliputi yaitu : Kabupa't,en

Langkat, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdatrg

Bedagai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, Kota Tanjung Belilai,

Kabupaten Labuhan Batu Utara dan Kabupaten Labuhan Bettu,

sedangkan wilayah Pantai Barat meliputi Kabupaten Tapanuli Tengah,

Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natill,

Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat darn

Kabupaten Nias Selatan. Secara geografis, wilayah Provinsi Sumateta

Utara berada pada posisi geografis antara 1"- 4" LU dan 98"- 100' BT.
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Gambar 3. \Mlayah Perencanaan Rensba WP-3*K Provinsi Sumatera Utara
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2.2. Metode Penyusunan Renstra

Metode yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera 2013 - 2033

terdiri dari 2 (dua) pendekatan, yakni : 1) Pendekatan Kebijakan, dan

2) Pendekatan Partisipatoris. Penyusunan Renstra mengacu pada

Permen KP No. 16 12008. Pendekatan kebijakan didasarkan pa'da

kebijakan-kebijakan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara yang

merupakan penjabaran dari kebijakan pembangunan nasional. Hal ini

dimaksudkan agar renstra ini koheren dan menjadi bagian integral cliari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Sumatera

Utara, yang menjadi acuan dalam pendayagunaan dan pengelolaan

sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di Provinsi Sumatera

Utara.

Pendekatan pastisipatoris dilakukan dengan mengakomodasi

aspirasi seluruh pemangku kepentingan melalui kegiatan Konsultasi

Publik, Focus Group Dr.scussion (FGD) mulai dari Tingkat Desa,

Kecamatan, Kabupaten dan tingkat Provinsi. Agar penyusunan renstn

lebih terarah dan terkoordinasi lintas sektoral maka dibentuk Kelompo,k

Kerja (Pokja) tingkat Provinsi berdasarkan SK Gubemur Sumatera Utara

No. 1 88.44I865/KPTS/201 1 tanggal 5 September 2011.

2.2.1. Tahapan Kegiatan Penyusunan Renstra

1. Tahapan Perciapan, meliputi penyusunan proposal tekniisi,

persiapan bahan dan perlengkapan pengumpulan data.

2. Tahapan Survey dan Pengumpulan Data, dilakukan melaluti

observasi, penyebaran kuisoner dan wawancara mendalant

yang bertujuan untuk:

a. ldentifikasi masatah dan penentuan isu prioritas wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil (WP-3-K)

b. Mengetahui tantangan dan hambatan dalam implementasi

RSWP-3-K
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c. Mengetahui kepentingan intansi terkait, kelompok, clan

pemangku kepenting an (stakeholders) dalam RSWP-3-K;

d. Mengetahui kebijakan dan kegiatan intansi terlkait,

kelompok dan perorangan yang ada diWP-3-K.

3. Diskusi Kelompok Terfokus (focus group drscussion), unltuk

membahas dan mempertajam visi, isu, kebijakan dan stratragi

WP-3-K dengan berbagai pemangku kepentingan dan Tim

Pokja.

4. Tahap Penyusunan Draft Renstra. Data yang diperclleh

dianalisis dan disusun menjadi draft renstra wilayah pesisir rlan

pulau-pulau kecil Provinsi Sumatera Utara.

5. Tahap Pembahasan Draft Renstra. Materi renstra yang tellah

disusun oleh tenaga ahli, selanjutnya dilakukan pembahari,iln

mulai dari tingkat kecamatan hingga di tingkat Provinsi deng;iln

melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

6. Tahap Konsultasi Publik. Drafi renstra yang telah disusun

dikonsultasikan di tingkat Provinsi dengan melibatkan berbagai

unsur pemangku kepentingan (stakeholders\, unlhlk

penyempurnaan draft renstra WP-3-K.

7. Tahap Finalisasi Draft Renstra. Dalam tahap ini masukarn-

masukan dari pembahasan draft renstra, dan konsultasi puhrliik

yang melibatkan masyarakat dan intansi terkait tingkat

Provinsi menjadi bahan dalam perbaikan draf renstra dian

hasilnya menjadi dokumen final renstra.

Rencana Strategis ini merupakan acuan dan kerangllc,a

dasar dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

secara terpadu Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Renstra inri

akan disusun dokumen perencanaan lebih lanjut yaitu Rencarlil

Zonasi (Zonation Plan'1, Rencana Pengelolaan (Management

Planl dan Rencana Aksi (Action Plan) untuk pemanfaati:lrt

sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil melalui berbagai

program kegiatan yang akan melibatkan masyarat.
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2.2.2. Pengumpulan Data

Data-data yang dikumpulkan dalam penyusunan renstra ini tenJiri

dari :

1. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan den6;an

observasi lapangan di 17 (tu1uh belas) Kabupaten rCan

wawancara mendalam (deepth interuiew) denglan

masyarakat yang menghuni pulau-pulau kecil s,t:rtrta

observasi ke lokasi-lokasi strategis baik di dalam maupun di

luar kecamatan lokasi pengkajian yang masih berkailtian

secara langsung atau tidak langsung dengan pengeloliman

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Sumallera

Utara. Untuk mendapatkan isu-isu strategis wilayah pes;irsir

dan pulau-pulau kecil digunakan metoda Rapid Rttrcl

Appraisal (RRA) dan Participatory Rural Appraisal (PFt,lU,

penyebaran kuesioner dan wawancara mendalam kepiarrJa

responden terpilih Qturpasive sampling|.

2. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui intarnsi

terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas

Pariwisata, BPS, Bappeda, Badan Lingkungan Hidup,

TNI-AL, Kantor Camat dan Desa serta berbagai harriil

penelitian dan studi literatur yang berkaitan dengan lokilsi

dan atau kegiatan.

2-2,3, Bahan dan Alat

Bahan dan alat yang digunakan dalam menyusun Renstra :

1. Dokumen Kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provlnsi

dan Pernerintah Kabupaten yang terkait dengan pengelokrern

wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil beserta stmJi

Itteratur yang relevan.
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2. Peta Kabupaten, dan Statistik Kabupaten dan Kecamatan,

3. Kuesioner terbuka.

4- Alat tulis dan perekam (tape recorder).

5. Alat dokumentasi (kamera digital dan handycam).

6. Alat presentasi (laptop dan LCD projector), dll.

siklus Kebijakan Pembangunan wilayah Pesisir dan purau-pulau Kecil

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun ZO04 pasal 10

dinyatakan bahwa wilayah daerah Provinsi terdiri dari wilayah darertan

dan wilayah laut sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arrah

laut lepas dan atau kearah perairan kepulauan; sedangkan kewenanltian

daerah Kabupaten/Kota sejauh sepertiga dari batas laut daerah provirrsi.

Melalui pelimpahan kewenangan tersebut, maka daerah dapat lebih

leluasa dalam merencanakan dan mengelola sumberdaya wilayah

pesisir, termasuk jasa lingkungan lainnya bagi kepentingian

pembangunan daerah itu sendiri.

Proses pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada

dasarnya mengikuti suatu siklus pembangunan atau kebijakan. Siklus

tersebut terdiri dari 5 (lima) langkah (Olsen ef ad 1998) yaitu :

1) ldentiflkasi isu-isu wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

2) Perencanaan program

3) Adopsi program dan pendanaan

4) Pelaksanaan program

5) Monitoring dan evaluasi

Konsep pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kercil

secara terpadu membutuhkan beberapa tahapan hingga dapat

diimplementasikan pada kawasan tertentu. Hal ini disebablk,an

karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari berbagai dimelrsi

cukup beragam dari satu wilayah ke wilayah lainnya, antara Pantai Bilnat

dengan Pantai Timur Sumatera Utara.

Provinsi Sumatera Utara dengan komposisi masyarakat pes,isir

yang sangat majemuk bersama pemerintah daerah diharapkan mannpu
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mengimplementasikan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Purlau-

Pulau Kecil dalam satu siklus kebijakan pembangunan, sehingga daLpat

diperoleh umpan balik untuk perbaikan dan pengembangan progr€lm

selanjutnya. Program akan menjadi lebih matang bila didukung oleh

seluruh pemangku kepentingan dan mampu berhasil melewati satu silr;lus

yang disebut juga dengan satu generasi program. Dokumen Renstrer ini

merupakan langkah kedua dari siklus kebijakan, sekaligus seberlyai

dokumen dasar bagi penyusunan dokumen perencanaan selanjutnya

yaitu rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi.
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III. PROFIL PROVINSI SUMATERA UTARA

3.1. ProfilWilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

3.1.1. Wilayah Pantai Barat

Wilayah Pantai Barat Sumatera Utara dengan panjang garis

pantai 763,1 km merupakan bagian dari Samudera Hindia dengan

karakteristik oseanografis, dan jenis ekosistem yang khiars.

Perairan Pantai Baratdicirikan perairan laut yang dalam oliln

gelombang laut yang besar, tetapi kisaran pasang surut yang reliiartif

kecil. Tipe lahan pesisir umumnya berbatu dan berpasir dengan

slope pantai yang curam, sehingga daratan pesisir umumnrr/a

ditumbuhi vegetasi kelapa dan jenis pohon pantai, dan jari;rrrg

terdapat vegetasi hutan mangrove.

Perairan laut Pantai Barat juga memiliki pulau-pulau kr+r;il

dengan ciri terdapatnya ekosistern terumbu karang dan padatng

lamun. Ekosistem mangrove hanya terdapat pada muara sungai

atau perairan teluk dengan luas yang relatif sedikit. Oleh sebab itu,

di wilayah pesisir Pantai Barat jarang ditemukan tambak air payiau,

dan lebih banyak kegiatan penangkapan ikan dan budidaya laut.

Wilayah pesisir Pantai Barat memanjang dari pantai Tapanrrli

Tengah hingga pantai Kabupaten Mandailing Natal. Beberarpra

lokasi perairan pantai di daerah ini sangat sesuai untuk wisurila

bahari seperti surfing dan diving di perairan terumbu karang yanrg

terdapat di sekitar pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil di peraiuurn

Pantai Barat dengan jumlah 375 pulau masih banyak yang belt.rm

dikelola pemerintah daerah, dan baru 159 pulau yang sudliah

dikelola. Potensi pulau-pulau kecil untuk kegiatan wisata bal'riari

sangat menjanjikan di masa depan, dan Pulau Simuk sebagrai

pulau terluar wilayah barat lndonesia menjadi isu strategis

nasional.

Pemanfaatan surnberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kerc;il

di wilayah Pantai Barat masih relatif kecil, dan perairan Samudela
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Hindia boleh dikatakan masih under fishing. Namun demikiiarn,

akibat kerusakan berbagai jenis ekosistem pesisir dan laut sep,errti

degradasi terumbu karang akibat destructive fishing, menyebablli;an

adanya penurunan hasil tangkapan per-satuan upaya (catch p,er

unit effortl dari tahun ke tahun terutama di perairan neritik. Crleh

sebab itu, perlu dilakukan upaya perlindungan dan rehabilikrsi

ekosistem pesisir dan laut di daerah ini untuk memulihkan pro{i;,3s

regenerasi sumberdaya ikan, dan pengendalian illegal fislt,,itzg

melalui penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 1. Aspek Geografis Kawasan Pantai Barat Sumatera Utarinr

-."p
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Gambar4- Keindahan Pantai Sorake" Tetuk Lagundri" Nias Selatan
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No. Nama Kabupaten/Kota
Panjang

Garis Pantai
(Km)

Jumlah
Pulau

Jumlah
Desa

Pesisir
1. Kabupaten Tapanuli Tengah 200 31 29

2. Kota Sibolga 24 2 10

3. Kabupaten Mandailing Natal 133,5 15 25

4. Kabupaten Tapanuli Selatan 17,5 1

5. Kabupaten Nias/Gunung Sitoli 54,5 15

6. Kabupaten Nias Utara 165,9 19 32

7. Kabupaten Nias Barat 65,5 11 16

8, Kabupaten Nias Selatan 94,3 81 139

Jumlah 763,1 159 267

Sumber: Statistik DKP Provsu (2MA)



3.1,2. Wilayah Pantai Timur

Wilayah pesisir Pantai Timur Sumatera Utara dengan

panjang garis pantai 509 km memiliki karakteristik oseanogrilfis

dan ekosistem yang khas. Perairan laut Pantai Timur yi:lng

merupakan bagian dari Selat Malaka dicirikan dengan gelombiang

laut yang relatif kecil dibanding perairan laut pantai barat, kisaran

pasang surut (tide range) yang besar, dasar pantai yang land;ai,

tipe lahan pantai berpasir dan berlumpur. Oleh sebab itu kawasan

Pantai Timur yang membujur mulai dari pantai Langkat hinllga

Labuhan Batu Selatan dicirikan dengan ekosistem mangrove yliilrlg

luas dengan ketebalan berkisar antara 50 - 200 m, dan banyakn'ya

kegiatan budidaya air payau. Di perairan laut terdapat 24 puliau

kecil yang berlokasi di Kabupaten Langkat 5 pulau, Kabupaltren

Serdang Bedagai 3 pulau, Kabupaten Batubara 2 pulau dlan

Kabupaten Labuhan Batu 14 pulau.
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Tabel 2. Aspek Geografis Kawasan Pantairimur sumatera utara

No. Nama Kabupaten/Kota
Panjang

Garis Pantai
(Km)

Jumlah
Pulau

Jumlah Dersa
Pesisir

1. Kabupaten Langkat 110 5 45

2. Kota Medan 4 I
3. Kabupaten Deli Serdang 65 18

4. Kabupaten Serdang Bedagai 95 3 15

5. Kabupaten Asahan 88 26

6. Kabupaten Batubara 62 2 25

7. Kota Tanjung Balai 5 I
8. Kabupaten Labuhan Batu Utara 35 10

9. Kabupaten Labuhan Batu 45 14 30

Jumlah 509 24 172

Sumber: Sfaflsfik DKP Provsu (2010).

Kawasan Pantai Timur merupakan kawasan pesisir yarrrg

paling padat penduduk dan tingkat intensitas eksploitasi yang reftatif

tinggi. Pesatnya pembangunan di kawasan Pantai rimur tidak

terlepas dari posisi strategis daerah ini yang berdekatan deng'ern

negara Singapura dan Malaysia, sehingga daerah ini bany';ark

mengalami tekanan, baik dari segi ekonomi maupun tekaniarn

ekologi. Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikaniarn

Provinsi Sumatera Utara (2010), kerusakan hutan bakau rJi

kawasan Pantai rimur sudah mencapai 21.000 hektar akibat

konversi untuk berbagai peruntukan.

Kerusakan ekosistem mangrove di kawasan Pantai Tinrur

menyebabkan tingginya proses sedimentasi di muara sungai diln

perairan pantai, terjadinya intrusi air laut, dan semakin menurunn)/a

hasil tangkapan nelayan dari tahun ke tahun. Perairan laut Se,lert

Malaka sudah dinyatakan sebagai kawasan perairan yang oli€rr

fishing, dan mengalami pencemaran yang serius akibat limbrah

industri dan domestik. Pencemaran perairan pantai di beberapia

wilayah sudah mengganggu kegiatan wisata bahari. Oleh sebab i:[:ur,
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kawasan Pantai Timur perlu mendapat perhatian yang serius drari

seluruh stakeholders, agar pendayagunaannya dapat dilakulkan

secara optimal dan berkelanjutan.

3.2. Potensi Sumberdaya Alam Kawasan Pantai Timur

Perairan laut Pantai Timur Sumatera Utara memiliki potensi

sumberdaya perikanan yang relatif besar, namun tingnlkat

pemantaatannya sudah termasuk kategori tangkap berlebih. Menu,rut

Azis et al. (1998), potensi lestari (maximum sustainable yi,t:;ld)

sumberdaya ikan Pantai TimurSumatrera Utara (Selat Malaka) menceq[rai

276.030 ton/tahun. Pada tahun 2010, produksi perikanan laut kawa:san

Pantai Timur Sumatera Utara mencapai 248.9A5,7 ton, berarti surClah

tercapai titik MSY (80 % dari Potensi Lenstari). Oleh sebab itu h;asil

tangkapan per-satuan unit upaya yang semakin menurun merupakan c;iri

terjadinya tangkap lebih, karena laju regenerasi sumberdaya ikan tidlak

seimbang dengan laju peningkatan upaya penangkapan (fishing eflk>rt)

setiap tahunnya. Kelambatan generasi sumberdaya ikan disampiing

dipengaruhi faktor intrinsik, juga dipengaruhi kondisi perairan laut Sri:,lat

Malaka seperti penggunaan perairan secara intensif sebagai lalu linrtits

pelayaran niaga, terjadinya pencemaran limbah domestik dan industri

terutama tumpahan minyak, dan penggunaan alat tangkap destrulktif

yang menyebabkan kerusakan habitat ikan sehingga terjadi deplesi

sumberdaya ikan. Dengan demikian perlu dilakukan pengendallian

penangkapan melalui perizinan yang lebih ketat, pengawasan ille47'al

fishing dan pengendalian pencemaran laut secara kontinyu agar

sumberdaya ikan dapat pulih kembali.

Kawasan pesisir timur Sumatera Utara dicirikan dengan vegeliasi

mangrove yang membentang mulai dari Kabupaten Langkat hinggla

Kabupaten Labuhan Batu dengan ketebalan bervariasi antara

50-200 meter. Ekosistem mangrove ini sangat penting daliam

perkembangan berbagai jenis ikan dan udang sehingga perlu dijatSla

kelestariannya.
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Di daratan pesisir timur, sektor pertanian mempunyai potmrlrsi

yang strategis bagi pembangunan di kawasan Pantai Timur Suma{rcrra

Utara, karena tanahnya subur dan cocok untuk komoditas tanarnian

pangan, hortikultura dan tanaman perkebunan. Dewasa ini kawasan

timur sudah banyak dikembangkan perkebunan Kelapa sawit, ,rlian

bahkan pada lokasi tertentu lahan tambak sudah dikonversi menjierdi

Kelapa Sawit dengan alasan lebih prospek di masa depan.

Pantai berpasir yang mendominasi daerah Pantai Tirnur

Sumatera Utara terdiri dari pasir kwarsa, feldspar serta sisa-si;iria

pecahan kulit kerang. Pantai berpasir ini memberi peluang bargi

pengembangan wisata pantaifuisata bahari seperti Pantai Cernrin,

Pantai sialang Buah, Pantai Gudang Garam, Pantai Klang (Kabupalkn

Serdang Bedagai); Pantai Kuala lndah, Pantai Sejarah, Pantai Piarr;ir

Putih, Pulau Salah Nama dan Pulau Pandang (Kabupaten Batubaner),

dan Pantai Pulau Kampai (Kabupaten Langkat).

Potensi Pantai Timur untuk jasa lingkungan laut seperti ilrlrlr
pelayaran dan pelabuhan sangat strategis mengingat Selat Malarlia

merupakan bagian dari perairan laut negara tetangga Singapura cllern

Malaysia. Di perairan Pantai Timur terdapat pelabuhan laut bertarrirf

internasional yakni Pelabuhan Laut Belawan untuk tujuan domestik c[arn

internasional dengan fasilitas dermaga umum dan dermaga khusus prerti

kemas. Selain pelabuhan niaga terdapat pula pelabuhan khusus un{iuk

kegiatan perikanan yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan

(PPSB). Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan mampu menampung

segala kegiatan yang terkait dengan kegiatan perikanan tangkap.

3.3 Potensi Sumberdaya Alam Kawasan Pantai Barat

Perairan Pantai Baratmemiliki sumberdaya perikanan laut yang

melimpah, dan tingkat pemanfaatannya masih relatif kecil sehingga

secara rata-rata dari seluruh lokasi perairan masih tergolong undie>r

exploited. Menurut Azis et al. (1997), potensi lestari (maximurn

susfainable yieldl sumberdaya hayati perikanan laut Pantai Barr$
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Sumatera Utara mencapai 917.000 tonltahun. Pada tahun 20'10,

produksi perikanan laut Pantai Baratbaru mencapai 106.188,5 ton,

berarti masih terdapat peluang peningkatan produksi perikanan laut yang

cukup besar.

Pesisir barat Sumatera Utara yang berhadapan langsrung

dengan Samudera Hindia memiliki topografi pantai yang curam clan

perairan yang relatif dalam. Karakteristik perairan Samudera Hirrrclia

dengan gelombang yang relatif besar, memungkinkan lokasi perairian

tertentu berpotensi sebagai area surfing, seperti di Teluk Lagundri rlran

Teluk Duru di Nias Selatan dan Pulau Asu di Nias Barat.

Walaupun kawasan pesisir Pantai Barat Sumatera Ullilra

memiliki topografi curam dan lahan berbatu, pada beberapa kawa,s*ln

muara sungai dan teluk juga terdapat vegetasi mangrove. Wilayah Parutai

Barat Provinsi Sumatera Utara adalah memanjang dari pantai Taparnuli

Tengah hingga Pantai Kabr.lpaten Mandailing Natal. Ekosistem

mangrove ini mempunyai hubungan dengan ekosistem terumbu karalrg

dan padang lamun yang terkait dalam daur materi, sehingga meniardi

habitat yang sesuai untuk pemijahan (spawining ground), pembesariln

larva (nursery grcund), dan tempat mencari pakan {feeding ground)

berbagaijenis ikan dan udang.

Hamparan terumbu karang terluas terdapat di Kepulauan Balu,

Kabupaten Nias Selatan dengan luas sekitar 3.700 hektar yang terseloar

di sekitar pulau-pulau kecil, kemudian di Kepulauan Hinako, Kabupallern

Nias Barat dengan luas 2.700 hektar, dan sekitar Pulau Mursarla,

Kabupaten Tapanuli Tengah dengan luas sekitar 1.800 hektar. Menurut

Sitorus et al. (2010), terumbu karang di wilayah laut Provinsi Sumatnera

Utara sebagian besar (80,2 Yo) telah mengalami kerusakan akifl:r;at

destructive fishing, sehingga ada dugaan penurunan hasil tangkap,iarn

ikan oleh nelayan terkait dengan kerusakan ekosistem ini.

Perairan Pantai Barat juga memiliki potensijasa lingkungan lenrfi,

yakni alur pelayaran dan pelabuhan. Di kawasan pesisir barat Sumatri:rta

Utara terdapat Pelabuhan Laut Sibolga yang memiliki dermaga umriltl

dan dermaga cargo. Pelabuhan inijuga menjadi pintu keluar masuk b;agi
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wilayah yang berada di kawasan Pantai Baratseperti Pulau Nias. Serlitin

pelabuhan niaga, di Kota Sibolga juga terdapat Pelabuhan Perikanan

Nusantara (PPN) sebagai pusat kegiatan perikanan tangkap di Pantai

BaratSumatera Utara.

Hutan mangrove terluas terdapat di Kabupaten Langkat yiarlcni

35.000 hektar, kemudian Deli Serdang 16.200 hektar, Serdang Bedagai

11.800 hektar dan Kabupaten Asahan 4.801,2 hektar. Berdasarlkran

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara (20111),

kerusakan hutan mangrove di Sumatera Utara mencapai 60,07 o/a dari

luas total 83.550 hektar. Kerusakan terjadi akibat perambahan tamlbak

udang, penebangan untuk bahan baku arang bakau dan ekspttrtsi

daerah pemukiman. Kawasan hutan mangrove yang paling rusal,i: di

Kabupaten Langkat, sebanyak 25.300 ha dari luas lahan 35.i!,[)0.

Demikian juga di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Tanjung B;alai

sebanyak 12.900 ha dari luas lahannya 14.400 ha. Di Kabupaten lDeli

Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai terdapat 12.400 ha yiatng

rusak dari luas lahan 20.000. Di Kabupaten Labuhan Batu terdelprat

500 ha dari luas lahan 1.70A ha dan di Pemerintah Kota Me,clian

kerusakan 150 ha dari luas lahan 250 ha. Kebanyakan lahan hutan

manggrove di Kabupaten Langkat dialihfungsikan menjadi perkebunriln

sawit oleh masyarakat dan pengusaha.

lsu-lsu Wilayah Pesirsir dan Pulau-Pulau Kecil

Berdasarkan hasil pengamatan langsung di lapangiln,

wawancara dengan masyarakat desa pantai, diskusi kelompok terfohirus

(FGD), konsultasi publik tingkat kabupaten dan tingkat Provirlsi,

diperoleh 10 (sepuluh) isu utama pengelolaan wilayah pesisir dan puliau-

pulau kecil di Provinsi Sumatera Utara. lsu prioritas ini didasarkan piatla

hasil kompilasi isu-isu yang terdapat di setiap kabupaten sebagaimmrlra

diuraikan berikut ini.
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3.4.1 lsu Wilayah Pesisir Timur Sumatera Utara

a. KabupaGen Langkat

1) Kerusakan Mangrove di Kawasan pesisir

2) Adanya Konflik dengan Beroperasinya pukat Langge

3) Terjadinya Sedimentasi di Wilayah Pesisir

4) Gangguan Keamanan di Kawasan Pesisir dan Laut

5) Pencemaran Wilayah Pesisir dan Laut

6) Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia

7) Kurangnya sarana dan prasarana transportasi di pullau-

pulau kecil

8) Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum di Laut

9) Belum Ada Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil.

b. Koh illledan

1) Kerusakan Ekosistem Mangrove diWilayah Pesisir

2) lntrusiAir Laut ke Daerah Pemukiman Penduduk

3) Pencernaran Wilayah Pesisir dan Laut oleh Limhr;fi

lndustridan Domestik

4) Konflik Antara Nelayan Tradisional dengan Nelayan Puhurt

Harimau.

5) Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum di

\Mlayah Pesisir dan Laut

6) Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia

7') Penurunan Produktivitas Perikanan Tangkap dliln

Perikanan Budidaya

8) Belum Ada Tata Ruang Kawasan Pesisir

9) Berdirinya Tangkahan Liar Milik Masyarakat

c. Kabupaten Deli Serdang

1) Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia
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2) Kerusakan Hutan Mangrove

3) Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukunr di

Wilayah Pesisir dan Laut

4) Pencemaran Wilayah Pesisir dan Laut

5) Potensi dan Objek Wisata Bahari Belum Dikembangkan

Secara Optimal

6) Ancaman lntrusiAir Laut

7) Rendahnya Tingkat Pendapatan Masyarakat Nela\rran

(Kemiskinan)

d. Kabupaten Serdang Bedagai

1) Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia

2') Rendahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum di

Wilayah Pesisir dan Laut

3) Belum Adanya Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Pul;iru-

Pulau Kecil.

4| Pencemaran Wilayah Pesisir dan Laut

5) Kerusakan Hutan Mangrove

6) Potensi dan Objek Wisata Bahari Belum Dikembanglian

Secara Optimal

7) Ancaman lntrusiAir Laut

8) Rendahnya Tingkat Kehidupan Masyarakat Nela}'arn

(Kemiskinan)

e. Kabupaten Asahan

1) Kerusakan Hutan Mangrove

2) Pertahanan keamanan terutama rnenyangkut terorisrnrs,

penyelundupan dan peredaran obat brlarang melalui

transportasi laut.

3) Penoemaran Wilayah Pesisir oleh Limbah lndustri clirrn

Limbah Domestik
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4') Ancaman lntrusi Air Laut ke Daerah pertanian ,rlan

Pemukiman

5) Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia

6) Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat pesisir

7) Rendahnya Ketaatan dan Penegakan Hukum

8) Belum Adanya Penataan Ruang Wilayah pesisir ditfi

Pulau Kecil.

9) Belum Optimalnya Pengelolaan Perikanan Tangkap rClan

Budidaya

10) Belum Optimalnya Pengembangan Potensi dan Ohrir:k

Wisata Bahari

f. Kabupaten Batu Bara

1) Kerusakan Hutan Mangrove.

2) Pencemaran Wilayah Pesisir oleh Limbah lndustri cllern

Lirnbah Domestik

3) Ancaman lntrusi Air Laut ke Daerah Pertanian dlern

Pemukiman

4) Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia

5) Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Pesiirsiir

(Kemiskinan)

6) Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum di Laut.

7, Belum Adanya Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau

Kecil.

8) Belum Optimalnya Pengembangan Wisata Bahari

g. Kota Tanjung Balai

1) Sedimentasidi Perairan Pantai

2) Pencemaran oleh Limbah lndustridan Limbah Domestik

3) Kerusakan Ekosistem Mangrove

4) Ancaman lntrusiAir Laut

5) Konflik Nelayan Tradisionaldan Nelayan Pukat Harimau

6) Rendahnya Ketaatan dan Penegakan Hukum
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7) Belum Adanya Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Pulrau

Kecil

8) Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia

h. Kabupaten Labuhan Batu

1) Kerusakan Ekosistem Mangrove

2) Ancaman Kepunahan lkan Terubuk

3) Teriadinya Konflik Nelayan Tradisional dengan Netav'iln

Pukat Langge dan Pukat Harimau.

4) Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum di Lauif

5) Sedimentasiyang Sangat Tinggi di Perairan Pantai

6) Belum Optimalnya Perikanan Tangkap dan Perikanran

Budidaya.

7) Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia

8) Belum Adanya Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Puliau-

Pulau Kecil

i. Kabupaten Labuhan Bakr Ufa,ra

1) Kerusakan Ekosistern Mangrove

2| Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum di

wilayah Pesisir & Laut

3) Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia

4l Terjadinya Konflik Nelayan Tradisional dengan Nelattitn

Perusahaan.

5) Sedimentasiyang Tinggi di Perairan Pantai

6) Belum Optimalnya Perikanan Tangkap dan Perikarritn

Budidaya.

7') Belum Adanya Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Laut
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3.4.2. lsu-isu Pengelolaan Pesisir Barat Sumatera Utara

a. Kabupaten Tapanuli Tengah

1) Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang

2) Terjadinya Destructive Fishing

3) Konflik Nelayan Tradisionaldengan Nelayan Perusahaan.

4') Pencurian lkan oleh Nelayan Asing (lllegal Fishing)

5) Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum di Laut

6) Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia

7) Belum Berkembangnya Wisata Bahari

8) Belum Berkembangnya Usaha Budidaya Laut.

b. Kota Sibolga

1) Kerusakan Hutan Mangrove diTeluk Tapian Nauli

2) Tingginya Sedimentasidi Perairan Teluk Tapian Nauli

3) Pencemaran taut oleh Umbah lndustri dan Domestik

4) Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia

5) Belum Berkembangnya Usaha Budidaya Laut

6) Timbulnya Tangkahan lllegal Milik Masyarakat.

c. Kabupaten Tapanuli Selatan

1) Belum Berkembangnya Usaha Perikanan Tangkap

2) Kerusakan Hutan Mangrove

3) Rendahnya Kesejahteraan Masyarakat Pesisir

4) Belum Adanya Tata Ruang Pesisir dan Laut

5) Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia

6) Terbatasnya Prasarana Umum dan Prasarana Perikanan

d. Kabupaten Mandailing Natal

1) Belum Berkembangnya usaha Perikanan Tangkap rlan

Budidaya

2) Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia
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3) Terjadinya Pencurian lkan Oleh Nelayan Asing

4) Kerusakan Hutan Mangrove.

5) Belum Adanya Tata Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

6) Terbatasnya Sarana dan Prasarana Transportasi di Wila'rriah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

7) Belum Berkembangnya Wisata Baharidi Pulau-Pulau Keeil

8) Konflik nelayan tradisional terhadap perusahaan serta denglran

nelayan Kabupaten Tetangga (Pasaman Barat)

9) Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di laut

1 0) Rendahnya pendapatan masyarakat nelayan

1 1)Rendahnyafl<urangnya sarana dan prasarana kesehatan se,rta

aparatur kesehatan di pesisir dan pulau-pulau kecil.

e. Kabupaten Nias Selatan

1) Kerusakan Terumbu Karang Akibat Destructive Fishing

2) Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia

3) Rendahnya Pendapatan Masyarakat Nelayan (Kemiskinan)

4) Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum di Laut

5) Kerusakan Hutan Mangrove

6) Ancaman Abrasi Pantai dan lntrusiAir Laut

7) Belum Optimalnya Pemanfaatan PotensiWsata Bahari

8) Terbatasnya Prasarana Transportasi Darat, Laut dan Udaril di

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

9) Belum Adanya Tata Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

f. Kabupaten Nias Barat

1) Kerusakan Terumbu Karang Akibat Destructive Fishing

2) Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia.

3) Rendahnya Pendapatan Masyarakat Nelayan (Kemiskinan)

4) Terbatasnya Prasarana Transportasi Darat dan Laut.

5) Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum di Laut

6) Belum Berftembangnya Usaha Budidaya Laut
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7) Ancaman Abrasi Pantai dan lntrusiAir Laut

8) Belum Optimalnya Pemanfaatan PotensiWisata Bahari

9) Terbatasnya Prasarana Transportasi Darat dan Laut di wilav'ah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

10)Belum Adanya Tata Ruang Pesisir dan pulau-pulau Kecil

g. Kabupaten Nias Utara

1) Kerusakan Terumbu Karang Akibat Destructive Fishing

2) Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia.

3) Rendahnya Pendapatan Masyarakat Nelayan (Kemiskinan)

4) Terbatasnya Prasarana Transportasi Darat dan Darat.

5) Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum di Laut

6) Belum Berkembangnya Usaha Budidaya Laut

7l Ancaman Abrasi Pantai dan lntrusi Afr Laut

8) Belum Optimalnya Pemanfaatan PotensiWisata Bahari

9) Terbatasnya Prasarana Transportasi Darat dan Laut di

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

10) Belum Adanya Tata Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

h. Kabupaten Nias dan Kota Gunung Sitoli

1) Teqiadinya Abrasi Pantai

2) Terjadinya Pencemaran Laut Akibat Limbah Domestik.

3) Betum Adanya Tata Ruang Pesisir dan Laut

4) Belum Berkembangnya Usaha Budidaya Laut

5) Eelum Optimalnya Pengembangan Wisata Bahari.

lsu-isu prioritas dari setiap Kabupaten/Kota pesisir tersebut merupakiln

dasar dalam menetapkan isu prioritas pengelolaan wilayah pesisir, laut dliln

pulau-pulau kecil di Provinsi Sumatera Utara. Penentuan isu prioritas Provinsi

menggunakan metode ranking frekuensi (isu sering muncul), dan diperolbh

10 (sepuluh) isu prioritas sebagai berikut:

1) Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia
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2\ Rendahnya Kesejahteraan Masyarakat Nelayan

3) Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum di Wilayah Pesisir, l..erut

dan Pulau-Pulau Kecil.

4) Belum Adanya Tata Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

5) Kerusakan Ekosistem Mangrove dan Terumbu Karang

6) Pencemaran Wilayah Pesisir dan Laut oleh Limbah lndustri dan DomeM:ik

7) Potensi dan Objek Wisata Bahari Belum Dikembangkan Secara Optimrarl

8) Terbatasnya Sarana dan Prasarana Transportasi ke Pulau-Pulau Kecil.

9) Ancaman Abrasi Pantai dan lntrusiAir Laut di Wlayah Pesisir dan Pulanu-

Pulau Kecil.

10) Belum Optimalnya Usaha Penangkapan lkan dan Budidaya Laut.
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tv. RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULA,IL'.
PULAU KECIL PROVINSI SUMATERA UTARA 2A183.20[3i3

4.1. Visi, llllisi, Tujuan dan Kebijakan

4.1.1. Visi Renstra Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Proviirrsi

Sumatera Utara adalah: terwujudnya pengelolaan wila,yrlft

pesisri dan pulau-pulau kecil yang terpadu dan berkelanjutlitn

melalui peningkatan kualitas surnberdaya manusia, penegatrt:izn

hukum, dan konservasi sumberdaya hayati untuk meningkattrtan

kesejahteraan rakyat.

4.1.2. Misi Renstra Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provrinsi

Sumatera Utara adalah :

Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia meli:rlui

pendidikan formal dan nonformal.

Meningkatkan kemampuan masyarakat dan mendororrg

pelaku-pelaku ekonomi lokal dan regional untuk

memanfaatkan sumberdaya dan jasa-jasa lingkungarn

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai daya dukungn'y'a

guna membangun industri perikanan yang berkelanjutinrr,

pariwisata bahari, dan industri non perikanan png
berwawasan lingkungan.

Penataan dan penguatan kelembagaan pengawas diiln

penegakan hukum di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan dian

pengolah hasil perikanan melalui penerapan teknologi ramiah

lingkungan secara arif dan berkeadilan.

Memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan wilayi:r1h

pesisir dan pulau-pulau kecil guna menjamin pemanfaati:un

yang berkelanjutan dari sumberdaya dan ekosistem.
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t- Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat nelayan rlan

peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil

4.1.3. Tujuan Pembangunan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kilcil

adalah :

a. Tujuan Pembangunan Lingkungan : rehabilitasi, protelisi

dan meningkatkan kualitas lingkungan untuk menjarrrin

pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir dan pulau-puliru

kecil secara berkelanjutan.

b. Tujuan Pembangunan Sosial : meningkatkan peranserta

masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan

pulau-pulau kecil untuk meningkatkan kesejahtenaran

masyarakat.

c. Tujuan Pembangunan Ekonomi : mendorong pemanfaaLktn

potensi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil seciara

optimal dan be*elanjutan serta berkeadilan unlluk

membangun industri perikanan, pariwisata bahari drtn

industri non perikanan yang berwawasan lingkungan unrktk

memacu pertumbuhan ekonomi kawasan.

d. Tujuan Pembangunan Administratif : tersusunnya panduitn

rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir d;ln

pulau-pulau kecil secara terpadu untuk meminimalltletn

benturan antar sektoral.

4.1.4. Kebijakan Pembangunan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kenil:

a) Kebijakan Umum:

. Mengintegrasikan semua kegiatan yang berkaitcrn

dengan pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulii:lrJ-

pulau kecil untuk mewujudkan pembangunan induritri

perikanan, pariwisata bahari dan industri non perikarratn

yang terpadu dan berkelanjutan.
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r Pengelolaan potensi sumberdaya pesisir dan pularu-

pulau kecil secara terpadu, terkoordinasi, dan sarling

berkaitan antar wilayah kabupaten.

b) Kebijakan Khusus:

. Mendorong pengembangan industri perikanan,

pariwisata bahari dan industri non perikanan sec;alra

terpadu berlandaskan potensi sumberdaya pesisir dran

pulau-pulau kecil.

. Mendorong pembangunan ekonomi secara optimal rlran

efisien yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan.

. Mendorong kegiatan konservasi dan rehabilitasi unituk

meningkatkan kualitas lingkungan.

. Mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan ,clian

penegakan hukum untuk mewujudkan kawasan pes;i,sir

yang aman dan terkendali.

. Mengembangkan pengelolaan sumberdaya pesisir rlan

pulau-pulau kecil berbasis masyarakat.

. Mengembangkan teknologi industri perikanian,

pariwisata, dan industri non perikanan yang ranrtth

lingkungan.

4.2. lsu Wilayah Pesisir, Kebijakan dan Strategi

ISU 1 : RENDAHNYA KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA

Di wilayah Provinsi Sumatera Utara baik di kawasan Pantai Barrat

maupun Pantai Timur, kualitas sumberdaya manusia (SDM) di wila:rtath

pesisir masih rendah. Rendahnya kualitas SDM tersebut erat kaitann)ta

dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, baik pendidiken

formal maupun non formal. Berdasarkan survey di lapangan, sekitar (i3

o/a dari populasi yang ada memiliki tingkat pendidikan SD dan SLI[1r,

bahkan masih terdapat penduduk yang tidak tamat SD. Di samping i1lt.t,

kualitas SDM di instansi terkait juga masih belum memadai, karelrra
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masih dijumpai penempatan tenaga SDM yang tidak kompetenr di

bidangnya terutama bagi daerah-daerah yang baru dimekarkan.

Rendahnya kualitas SDM di daerah ini juga terkait deng;an

kebijakan pemerintah yang kurang memberikan perhatian terharJap

pengembangan kualitas sDM wilayah pesisir, terutama pada daererh-

daerah yang terisolir seperti di pulau-pulau kecil, yang tidak murlah

dijangkau akibat sulitnya transportasi. Khususnya di kawasan parntai

barat, pada beberapa sekolah SD dan SMP negeri di daerah ini mr:rs;ih

didominasi guru bantu (honorer) dan relatif sedikit guru yang berstartus

PNS.

Secara umum, faktor penyebab rendahnya kualitas SDM di daerahr ini

adalah;

a) Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat pesisir.

b) Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga pengrarjar

baik ditingkat SD maupun SMP.

c) Rendahnyatingkat pendapatan masyarakat (kemiskinan).

d) Sulitnya transportasi untuk menjangkau lokasi pendidikan.

e) Kurangnya perhatian pemerintah dalam peningkatan kualitas SDM

masyarakat pesisir.

Kondisi demikian menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan,

yaitu :

a) Sumberdaya alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil belrum

dapat dimanfaatkan secara optimal.

b) Pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah pesisir dan pulau-pullcru

kecil cenderung menerapkan pola ekstraktif dan kurarrrg

memperhatikan kaidah kelestarian sumberdaya alam dlern

lingkungan.

c) Tidak berkembangnya penguasaan teknologi pemanfaa{iarn

sumberdaya pesisir dan lautan.

d) Kesempatan kerja atau lapangan kerja di wilayah pesisir menjiadi

terbatas.
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e) Partisipasi aktif dari masyarakat pesisir dalam pengelolaan wilaryah

pesisir menjadi rendah.

0 Kapasitas kelembagaan yang terkait dengan pengelolaan wila\rrah

pesisir khususnya bidang kelautan dan perikanan menjadi tirCak

efektif dan efisien.

SASARAN l.a : Peningkatan Tar:af Pendidikan Masyarakat

lndikator l-a :

* Meningkatnya jumlah lulusan sampaitingkat SLTP.

{. Tercapainya rasio guru dan murid yang memadai.

A Meningkatnya kegiatan pelatihan peningkatan keterampilan masyarakat.

* Berubahnya pola hidup masyarakat dari pola ekstraktif menjadi pxl,la

konservatif.

* Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM di lembaga yang membidarrgi

pengelolaan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.

Strategi 1-a :

* Meningkatkan sarana dan prasarana SD dan SLTP.

* Memenuhi kebutuhan tenaga pengajar sesuai ratio standar pendidikan.

.:. Mengembangkan program pelatihan keterampilan masyarakat dalam

pengelolaan sumberdaya hayati pesisir dan pulau-pulau kecil.

..:. ldeningkatkan program penyuluhan kepada masyarakat tentang fungJsi

ekosistem pesisir dan laut dan dampak pola hidup ekstraktif.

{. Memasukkan pengetahuan ekosistem pesisir dan laut dalam kurikulum li!;l)

A Mengembangkan sekolah kejuruan bidang kelautan dan perikanan.

* Meningkatkan kualitas dan kuantitas staf yang berkompeten di lembarl3ra

yang rnembidangi kelautan dan perikanan.
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SASARAN 1-b : Peningkatan Peranserta Masyarakat Dalam Pengelolaratn
Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

lndikator 1-b :

* Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sumberdirya

pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, mulai dari tahap perencaniililn,

pelaksanaan, pengaurasan, pemantauan dan evaluasi.

t Meningkatnya jumlah masyarakat yang peduli dan bertanggungjawab

dalam pelestarian ekoeistem pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.

+ Meningkatnya perhatian stakeholders dalam pengelolaan dan rehabililasi

sumberdaya pesisir, faut dan pulau-pufau kecil.

Strategi 1-b :

* Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdiaya

pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, melalui pembentukan kelomprcrk-

kelompok masyarakat (Pokmas) .

* Mengembangkan sarana informasi desa.

{. Melaksanakan platihan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan ,clan

rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.

t Mengimplementasikan rencana pengelolaan sumberdaya pesisir, laut dran

pulau-pulau kecil berbasis masyatakat secara terpadu.

ISU 2: RENDAHNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NELAYA]'JI

Tingkat pendapatan yang rendah (kemiskinan) adalah salah satu ciri yiilrng

melekat pada masyarakat pesisir. Kemiskinan ini erat kaitannya den6;ran

kualitas SDM yang rendah (pendidikan dan keterampilan), minimnya nliata

pencaharian alternatif (MPA), sulitnya sarana pengangkutan faktor produlisi

dan hasil produksi, kesulitan pemasaran, dan rendahnya penguasii:lian

teknologi penangkapan ikan, budidaya dan teknologi pasca panen-

Berdasarkan hasil survey lapangan (2011), 80,4 o/o dari masyarerlk:at

nelayan di Pantai Barat mempunyai tingkat pendapatan anlliara

Rp 300.000 - Rp 500.000 per bulan, dan di Pantai Timur berkisar an1liara
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Rp 450.000 - 650.000 yang masih jauh berada di bawah UMR Prorrilrsi

Sumatera Utara. Dalam kondisi demikian, masyarakat pesisir kesulitan bi'ilyg

untuk pendidikan, dan banyak yang terlilit hutang sehingga mereka tertiap

dalam kemiskinan. Selain itu, tekanan untuk memenuhi kebutuhan hiclrurp,

mendorong masyarakat pesisir sering melakukan tindakan eksploiltersi

sumberdaya pesisir secara tidak bijaksana, yang menyebabkan degraclasi

sumberdaya hayati seperti kerusakan hutan mangrove dan terumbu kararng.

Penambangan karang untuk dijual sebagai bahan bangunan, dan

pengambilan bunga karang untuk dijual sebagai souvenir banyak terierdi

akibat tekanan ekonomi.

Dampak yang ditimbulkan dari pendapatan yang rendah ini, antara lain :

a) Masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk menyekolahkan anaknlla

ke tingkat yang lebih tinggi.

b) Tidak terpenuhinya kebutuhan gizi dan kesehatan yang memarllai,

sehingga angka kesakitan relatif tinggi.

c) Timbul dorongan untuk mengeksploitasi sumberdaya alam dengan caria-

cara yang tidak bijaksana.

d) Mendorong berkembangnya sistem ijon dengan posisi tawar yang sangat

lemah.

e) Timbulnya kerawanan sosial akibat tekanan pemenuhan kebutuhan hiclurp

dengan jalan pintas.

SASARAN 2-a : Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif (MPA)

lndikator 2-a :

ikan, budidaya perairan dan teknologi pengolahan.
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Strategi 2-a :

alam lokal.

budidaya laut, budidaya air payau dan teknologi pengolahan prorluk

perikanan (pasca panen), bekerjasama dengan LSM, lembaga rirset

perikanan, dan Perguruan Tinggi.

dan pemasaran hasil produksi.

SASARAN 2-b : Motorisasi Usaha Perikanan Tangkap

lndikator2-b :

Strategi 2-b :

SASARAN 2+ : Peningkatan Pendapatan Hasil Usaha Perikanan

lndikaGor2-c :
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Strategi 2-c :

ISU 3 : LEIIIIAHNYA PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM
DI WLAYAH PESISIR DAN PULAU.PULAU KECIL

Kerusakan sumberdaya mangrove dan terumbu karang di wilarlriah

pesisir, faut dan pufau-pulau kecil Provinsf Sumatera Utara tfdak terlepas dlari

lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Dalam UU No. 321210[.M

tentang otonomi daerah, Pemerintah Provinsi diberikan weweniilulg

pengelolaan sumberdaya perairan laut sampai batas 12 mil. Dengan adan'ya

landasan hukum tersebut, pemerintah daerah dapat mengeluarkan kebijalk,an

untuk perlindungan surnberdaya hayati di wilayah pesisir dan pulau-pullau

kecil dari aktivitas ilegalyang menyebabkan kerusakan sumberdaya.

Akibat keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan serta anggauirn

operasional lembaga penegak hukum di wilayah pesisir, laut dan pulau-purl:ru

kecil, maka pengawasan terhadap kegiatan ilegal menjadi sangat lemiah.

Kegiatan ilegal tersebut meliputi pencurian ikan oleh nelayan asing,

penangkapan ikan dengan cara destruktif (bom ikan dan racun), pemakariern

alat tangkap ibgal (pukat harimau), gangguan pembajakan kapal ikan di

tengah laut, perampokan hasil tambak udang, pembabatan hutan bakau, cllcrn

lain-lain. Selain itu belum adanya sistem pengawasan terpadu, menyebabkarn

lemahnya koordinasi antar instansi terkait yang terlibat dalam pengawasian.

Melihat keadaan ini, perlu dikembangkan pengawasan berbasis masyaral<rat

dalam kerangka sistem pengawasan terpadu.

Di sisi lain, belum ditegakkannya supremasi hukum dalam pefl?rgoniierfl

pelanggaran hukum di laut, menyebabkan masyarakat sering apatis, skeptis

dan kurang respon terhadap penanganan tindak kejahatan di laut. Olerh

sebab itu, penegakan hukum oleh aparat penegak hukum akan membangun

kepercayaan masyarakat terhadap penanganan kegiatan ilegal di laut.
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SASARAN 3-a : Peningkatan Efektivitas Fungsi dan Kelembagaan Mclti

lndikator 3-a :

desa pantai.

Strategi 3-a :

prasarana pengawasan.

pengawasan.

SASARAN 3-b : Pentaatan dan Penegakan Hukum

lndikator 3-b :

tradisional dan nelayan modem.

Strategi 3-b :

perlindungan dan teknologi pemanfaatan sumberdaya perikanan ldnrg

ramah lingkungan.

terpadu oleh instansi pemerintah maupun non pemerintah.
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ISU 4 : BELUM ADANYA TATA RUANG PESISIR DAN PULAU- PULAU
KECIL

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Sumatera Utarar

secara umum belum memiliki tata ruang, sehingga penataan pemukiman,,

pariwisata, zana budidaya dan zona lindung belum dapat dipetakan secar€l

detail. Kondisi ini menyebabkan tumpang tindihnya pemanfaatan wilayatl

pesisir oleh berbagai sektor, dan perairan laut menjadi akses terbukat

terhadap segala aktivitas masyarakat.

Belum adanya rencana tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil

mengindikasikan lambannya implementasi UU No. 27nAA7 di berbagai

daerah, dan diduga berkaitan dengan kompleksnya masalah yang ada di

wilayah pesisir. Hal ini menjadi salah satu pemicu terjadinya konflilr

kepentingan antar sektoral dan pengguna lainnya.

Khusus di perairan laut, penataan ruang untuk zana pemanfaatan dart

konservasi perlu dilakukan karena perairan laut merupakan milik umunl

(common property) dan bersifat terbuka (open access) terhadap pemanfaatart

sumberdaya. Dengan adanya tata ruang pesisir dan laut yang terintegrasii

dalam RTRWWPP-3-K, maka habitat sumberdaya dan biota yang berasosiasii

di dalamnya dapat dilindungi dari kegiatan yang bersifat dekstruktif-

SASARAN : Penyusunan Tata Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

lndikator : Tersusunnya rencana tata ruang pesisir, laut dan pulau-pulatt

kecil yang mampu mengakomodasi dimensi ekologi, ekonomi

dan sosial budaYa masYarakat'

Strategi :

rencana tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil

kecil Provinsi Sumatera Utara.
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ISU 5: KERUSAKAN MANGROVE DAN TERUIIfrBU KARANG

Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak

memperhatikan kaidah kelestarian sumberdaya dan sifatnya melanggatr

hukum, merupakan faktor utama penyebab kerusakan hutan mangrove darn

terumbu karang di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kerusakan hutarn

mangrove terparah terjadi kawasan Pantai Timur, sedangkan kerusakan

ierumbu karang terparah terjadi di kawasan Pantai Baratkhususnya di sekitatr

pulau-pulau kecil. Menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumateril

Utara (2010), kerusakan hutan mangrove di Pantai Timur mencapai 21.O0lll

hektar dan kerusakan terluas terjadi di Kabupaten Langkat akibat konverrs;i

untuk lahan tambak dan sebagian dikonversi rnenjadi lahan kelapa sawiit.

Dewasa ini, akibat prospek budidaya tambak udang yang suram karena resiklt:

penyakit yang menggagalkan panen, maka banyak lahan bekas tambak yang

terbengkalai, dan akhirnya dimanfaatkan masyarakat untuk pengembangarn

kebun kelapa sawit, yang pada gilirannya akan menurunkan produk's;i

perikanan budidaya di Sumatera Utara.

Di kawasan pantai barat, kegiatan penangkapan ikan yang bersifiarl:

destruktif seperti penggunaan bom, racun cyanida dan potas, penggunaarn

alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, dan pengambilan batu karan4;

untuk bahan bangunan dan hiasan sudah berlangsung cukup lamiiil'

merupakan faktor penyebab terjadinya degradasi terumbu karang. Kerusaketnr

terumbu karang dipastikan akan menyebabkan deplesi sumber-daya ikan darn

spesies lain yang berasosiasi di dalammnya. Hasil penelitian CRITC LlPl

(2009) menyatakan bahwa kerusakan terumbu karang sudah mencapai 94 oli,,

dan hanya sekitar 6 % yang berada dalam kondisi baik pada lokasi perairalnr

dengan kedalam lebih dari 15 meter pada beberapa pulau yang cukup jauh

dari pusat pemukiman di perairan pantai barat. Sedangkan kerusakan akibia(:

gempa tektonik dan tsunami tidak signifikan, karena secara visual yang terjarli

adalah fenomena terangkatnya dasar perairan laut sehingga daratan pantai

bertambah lebar sekitar 200 - 300 meter-
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Kerusakan terumbu karang menimbulkan dampak ekologis yang signifikan

terhadap kelanggengan perikanan pesisir, karena ekosistem terumbu karang

merupakan habitat untuk perkembangan berbagai jenis ikan dan udang.

Berdasarkan kajian dari Hudson (1997) dalam Bengen (2003), setiap 1 krn2

terumbu karang yang sehat, dapat menghasilkan ikan sekitar 20 ton/tahun.

Oleh sebab itu, perlindungan dan rehabilitasi sumberdaya terumbu karangr

perlu dilakukan, agar sumberdaya ikan pulih kembali sebagai mata

pencaharian masyarakat nelayan.

Degradasi sumberdaya mangrove dan terumbu karang menyebabkarnr

beberapa dampak negatif, antara lain :

1) Kerusakan habitat dan berkurangnya keanekaragaman hayati sebagai

sumber plasma nuftah di masa depan.

2) Penurunan populasi lobster, ikan-ikan karang dan penyu.

3) Penurunan hasiltangkapan ikan oleh nelayan

4) Penurunan kunjungan wisata bahari dan penurunan pendapatan sektclr

pariwisata.

5) Kelabilan garis pantai akibat meningkatnya erosi dan abrasi.

SASARAN 5-a : llilelindungi Sumberdaya lkan dan Terumbu Karang

lndikator 5.a :

Strategi 5a :

berbasis masyarakat.

pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.

Rencana Sfralregris Witayah Pesisir dan Pulau-putau Kecit Provinsi Sumaten lJtan 20192033 431



SASARAN 5-b : Peningkatan Pemahaman dan Partisipasi Masyarakat
Dalam Pengendalian lllegal Fising

lndikator 5-b :

kelompok konservasi-

Strategi 5-b :

sumberdaya ikan dan terumbu karang.

SASARAN 5-c : Konseryasi dan Rehabilitasi Hutan Mangrove

lndikator 5 c :

pesisir kabupaten.

Strategi 5-c ,'

wilayah pesisir.

konservasi berbasis masyarakat.

mangrove melalui peraturan desa dan kegiatan penyuluhan'
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lsu 6 : PENCEMARAN WLAYAH PESISIR DAN LAUT OLEH LIMBAH
INDUSTRI DAN DOIIilESTIK

Secara visual, di beberapa lokasi perairan Pantai Timur dan Pantiati

Barat Sumatera Utara telah terjadi pencemaran akibat limbah domestik darrr

industri. Hal ini ditandai dengan banyaknya buangan sampah manusia r1i

lahan pantai yang mengganggu wisata pantai, perubahan warna air akibrad:

buangan rumah tangga, dan limbah industri. Terjadinya pencemaran air lauil:

oleh limbah organik ditandai sering munculnya blooming algae di beberapiat

lokasi dengan warna air menjadi merah atau hijau, yang pada malam halrri

dapat mematikan ikan secara massal-

Pencemaran perairan laut oleh lirnbah domestik sangat merugikan bagi

dunia wisata bahari, karena disamping timbulnya bau yang tidak sedap detrr

perubahan warna air akibat eutrofikasi, lokasi perairan itu mempunyai resiltrcr

untuk menularkan penyakit kulit, sehingga merugikan masyarakat yarlg

melakukan rekreasi pantai.

Terjadinya pencemaran perairan laut oleh limbah industri bisiar

disebabkan massa air sungai mengangkut limbah yang dibuang di daratarl

atau pembuangan langsung limbah industri ke perairan laut yang beroperas;i

di wilayah pesisir. Proses produksi yang tidak memperhitungkan resiltltl

lingkungan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pencemar€lrl

laut oleh limbah industri. Prinsip penggunaan sungai dan laut sebagai templ;t1l

pembuangan limbah yang murah merupakan prinsip bisnis yang melanggi:ll'

standar ISO dan undang-undang pengelolaan lingkungan hidup.

Selain itu, kekeruhan air di perairan pantai disebabkan partikr:ll

tersuspensi yang terangkut sungai dan limpasan air hujan dari daratan pesisit'

Transport sedimen yang tinggi melalui aliran sungai sangat terkait dengatn

aktivitas manusia di daerah aliran sungai (DAS), dan penebangan hutan 'dii

daerah hulu. Oleh sebab itu, pengendalian sedimentasi ini harus dilakukerrr

dengan pendekatan lintas sektoral, yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan,

Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinels;

Pertambangan, Lingkungan Hidup, dan Kepolisian'
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Kekeruhan air adalah salah satu penyebab kerusakan ati:ttt

kematian terumbu karang. Kekeruhan yang tinggi akan menyebabktn

terhalangnya penetrasi cahaya matahari ke dalam perairan, sehingga proseti

fotosintesis bagi organisme yang bersimbiosa dengan karang tidak dapat

berlangsung dengan baik. Di samping itu, partikel tersuspensi dapat menutu;r

pori-pori karang, sehingga karang tidak dapat berkembang dengan bailk.

Dalam periode waktu tertentu, karang akan mengalami kematian, karenit

organisme yang bersimbiosa di dalamnya tidak lagi dapat hidup. Menurut

Cesar (1992), sedimentasi perairan pantai menyebabkan kerugian sebesiar

US $ 81.000/km2 bagi sektor perikanan, dan US $ 192.0001km2 bagi seklior

pariwisata bahari.

Berdasarkan uraian di atas dapat diringkaskan bahwa penyebi:tlr

pencemaran perairan laut disebabkan beberapa faktor, yakni :

1. Masih rendahnya kepedulian industri sepanjang DAS dan pesisir terhadia;t

sistem pengolahan limbah cair yang masuk ke perairan umum.

2. Kurang ketatnya pengawasan limbah oleh instansiterkait

3. Lemahnya pelaksanaan instutusi hukum bagi pencemar atau perusiarl<

lingkungan,

4. Rendahnya kepedulian masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terhadatlr

pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan

5. Penangkapan ikan dengan potas (racun sianida)

6. Buangan minyak kotor dari kapal ikan, nelayan.

Akibat yang ditimbulkan pencemaran pesisir dan laut adalah :

1. Menurunnya daya dukung lingkungan dan kualitas perairan pesisir

2. Kotornya kawasan pantai oleh sampah dan menimbulkan bau yang tidiarlt

menyenangkan untuk daerah kunjungan wisata.

3. Menurunnya kualitas sumber air tanah dan meningkatnya wabah penyalkit

menular terhadap masyarakat pesisir.

4. Menurunnya keberhasilan budidaya perikanan (tambak dan maicultun>\

dan kegiatan pariwisata.

5. Terjadinya pendangkalan muara sungai dan perairan pantai yang dap's1

mengganggu lalu lintas kaPal.
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6. Daerah penangkapan ikan semakin jauh dari pantai.

SASARAN 6-a : Pengendalian Limbah Domestik

lndikator :

ekonomis.

Strategi 6a :

dan pulau-pulau kecil.

SASARAN 6-b : Pengendalian Limbah lndustri

lndikator :

lingkungan

Strategi 6-b :

pengelolaan lingkungan.
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SASAR.AN 6-c : Pengendalian Sedimentasi Perairan Pantai

lndikaGor :

Strategi '.

tanah dan air) di kawasan DAS-

ISU 7 : POTENSI WSATA BAHARI BELUM DIKEilIBANGKAN
SECARA OPTIII'IAL

Ekosistem pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di kawasan Pantiai

Baratdan Pantai Timur Sumatera Utara memiliki potensi untuk pariwisaltar

bahari. Di sekitar pulau-pulau kecil, terumbu karang yang sehat bersama bio,tiar

yang berasosiasi di dalamnya menampilkan panorama bawah laut yanpl

mempesona dan meniadi daya tarik bagi para wisatawan. Kegiatarrl

penyelaman (diving) akan berkembang bila terumbu karang dapatt

dipertahankan kelestariannya. Lokasi wisata bahari di kawasan Panti:ti

Baratyang potensial untuk dikembangkan antara lain adalah Kabupaten Nii;ts;

Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Tapanuli

Tengah, dan Kabupaten Mandailing Natal. Daerah ini memiliki pulau-puleru

kecil dengan potensi keindahan alam darat dan bawah laut yang mempesontl,

dan pada beberapa lokasi perairan dapat digunakan untuk kegiatan selancar

au (surfing). Yang menjadi pokok masatah adalah daerah ini belum memiliiki
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sarana dan prasarana transportasi antar pulau yang memadai, sehingga tidak

mudah untuk menjangkaunya.

Pengembangan wisata bahari tidak hanya tergantung pada potensi cllern

keindahan sumberdaya terumbu karang, tetapi perlu memperhitungkan falilhrr

sarana pendukung seperti penyediaan fasilitas, aksesibilitas, keamanan, siftlarp

dan dukungan masyarakat sekitarnya dalam menerima kunjungan wisatawi:tn.

Selain itu, untuk mencegah konflik dalam pengembangan wisata bahari, p€)rrlu

dilakukan zonasi perairan secara jelas, sehingga dapat ditetapkan zonasi

untuk budidaya, konservasi dan kegiatan wisata bahari.

Belum optimalnya perkembangan wisata bahari di kawasan Pantai Belriat

dan Timur disebabkan beberapa faktor, antara lain :

1) Usaha wisata bahari belum memberikan nilai ekonomi yang signifikan bar13i

masyarakat, terlebih-lebih setelah terjadinya gempa tektonik dan tsunerrni

di Pantai Barat Sumatera.

2) Belum terpadunya pengembangan paket wisata bahari.

3) Minimnya sarana dan prasarana pendukung wisata bahari.

4) Kurangnya promosi daerah-daerah yang memiliki potensiwisata bahari.

5) Terjadinya kerusakan mangrove dan terumbu karang di berbagai kawas;irn

perairan.

6) Belum adanya master plan atau Rencana lnduk Pengembangian

Pariwisata Daerah untuk penataan kawasan pengembangan wisi:rta

bahari.

7) Adanya sikap dan perilaku masyarakat yang kurang mendukung kegiatian

wisata bahari.

SASARAN 7-a : Pengembangan Obyek Wisata Bahari yang Ramah
Lingkungan dan Berciri Lokal.

lndikator 7-a :

bahari-
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dengan kegiatan wisata bahari.

Strategi 7'a :

lokal untuk usaha kepariwisataan dan kerajinan rakyat.

SASARAN 7-b : Penyediaan lnfomasi rerpadu Tentang wisata Baharii

lndikator 7-b :

Kabupaten.

Strategi 7-b :

bahari-

berbagai pemangku kepentingan di setiap wilayah kabupaten.

ISU 8 : TERBATASNYA SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI
KE PULAU.PULAU KECIL

Pulau-pulau kecil yang terdapat di kawasan Pantai Barat dan Pankri

Timur Sumatera Utara mengandung potensi yang sangat besar untruk

pariwisata bahari dan nilai konservasi keanekaragaman hayati. Selain il.rul,
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pulau terluar memiliki nilai strategis dalam kerangka kedaulatan negara alan

perwujudan wawasan nusantara.

Akibat keterbatasan kemampuan pemerintah baik dalam anggaftrn

maupun pengawasan, banyak pulau-pulau di daerah ini khususnya yang

cukup terisolir kurang tersentuh pembangunan, sehingga masyarakat

dominan berada dalam garis kemiskinan, dan terjadidegradasisumberdaya di

dalam pulau maupun di sekitar pulau. Di sisi lain, masih banyak pulau yang

masih asli yang belum ada penghuninya dan belum memiliki nama, dan pulleru

ini perlu dilindungi untuk tetap mempertahankan keaslian ekosistemnya.

Pulau-pulau kecil yang terdapat di Pantai Barat dan Timur Sumatera

Utara sampai saat ini masih sulit dijangkau akibat terbatasnya sarana dan

prasarana transportasi. Tingginya harga bahan-bahan kebutuhan pokok dan

sulitnya memasarkan hasil produksi dad sumberdaya lokal, menyebabkan

masyarakat memiliki kesejahteraan yang rendah.

SASARAN I : llleningkatkan Sarana dan Prasarana Transportasi
Antar Pulau-Pulau Kecil

lndikator :

Strategi

secara bertahap yang dikelola pemerintah daerah.

ISU I : ANCAiIAN ABRASI DAN INTRUSI AIR LAUT DIWLAYAH
PESISIR DAN PULAU.PULAU KECIL

Kerusakan hutan mangrove di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

di kawasan Pantai Timur dan Pantai Barat Sumatera Utara akibat konversi
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lahan untuk budidaya air payau, penebangan pohon bakau untuk pembuatan

arang, konstruksi perangkat budidaya laut, dan manipulasi lingkungan akfrbat

kegiatan pembangunan, telah menimbulkan dampak yang serius. Damp'ak

tersebut secara visual dapat terlihat pada bibir pantai yang relatif banv,ak

mengalami abrasi, dan semakin jauhnya pengaruh intrusi air laut ke daratalr.

Abrasi pantai akibat rusaknya vegetasi pantai dan penambangyan

pasir pantai oleh pukulan gelombang laut menyebabkan lahan pantai semak,in

tergerus dan di beberapa lokasi telah mengancam keberadaan jalan raya chn

pemukiman masyarakat pesisir. Demikian halnya intrusi air laut telah

menyebabkan masalah dalam penyediaan air tawar untuk air minum, mandi

dan cuci dengan sumber air sumur di wilayah pesisir, sehingga meningkatketn

beban masyarakat untuk penyediaan air tawar. Penggunaan air surnur

dengan kadar garam yang tinggi secara terus menerus berdampak buruk biagi

kesehatan, dan cepat timbulnya korosi pada barang-barang-barang logiam

rumah tangga. Oleh sebab itu, intrusi air laut ini perlu dikendalikan melalui

program reboisasi pantaiyang sekaligus berfungsi mencegah abrasi pantai.

Di sisi lain kerusakan hutan bakau secara nyata telah

menyebabkan tingginya salitasi dan sedimentasi di muara sungai dan

perairan pantai dengan ciri turbiditas air yang tinggi. Ekosistem mangro'we

dikenal sebagai perangkap sedimen yang dapat menambah lahan pan*ai,

sehingga mangrove memilikifungsi ekologis sebagai stabilisator garis pantaii.

SASARAN : Reboisasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

lndikator :

Strategi :

daerah.
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pesisir

pelarangan penambangan pasir pantai.

ISU 10 : BELUM OPTIMALNYA USAHA PENANGKAPAN IKAN DA]II
BUDIDAYA LAUT

Kegiatan perikanan laut di kawasan Pantai Barat dan Pantai Tinlur

Sumatera Utara masih didominasi oleh perikanan rakyat dengan teknologi

penangkapan tradisional, yang dicirikan ukuran kapal penangkap relatif kecil,

tanpa motor atau menggunakan motor tempel, dan penggunaan alat tangkaip

tradisional seperti pancing, bubu dan bagan tancap.

Di desa-desa pantai kawasan barat Sumatera Utara, lebih dari 82 alo

kapal yang digunakan berupa sampan (perahu dayung) dan 87,6 o/o dari

jumlah nelayan menggunakan alat tangkap pancing. Sedangkan perahu motor

tempel dengan ukuran 0,7 - 1,5 GT umumnya mengoperasikan alat tangkap

jaring insang tetap (fix gillnefs). lmplikasi dari keadaan ini adalah : a) daerrah

penangkapan ikan terbatas di sekitar pantai , b) produksi perikanan relettif

rendah, dan c) pendapatan nelayan relatif rendah.

Penangkapan ikan dengan kapal motor berukuran 10 - 100 GT han16e

sekitar 8 % dari total armada penangkapan ikan. Kapal ini umumnya dimilil,ti

oleh perusahaan-perusahaan perikanan atau pemilik modal besar, yant3

mengoperasikan alat tangkap pukat cincin (purce serne) di perairan oseanris

untuk menangkap gerombolan ikan pelagis. Hasil tangkapan sebagian besar

diekspor ke manca negara, dan sebagian kecil memasuki pasar domestik.

Jika dibandingkan dengan potensi perikanan laut lestari di kawasalt

Pantai Barat yang mencapai 917.000 ton/tahun, maka tingkiat

pemanfaatannya masih relatif kecil. Untuk meningkatkan produksi, maket

perlu dilakukan motorisasi dan modernisasi kegiatan penangkapan ikan cli

laut, sehingga nelayan mampu menjangkau daerah penangkapan hingglet

12 mil laut dengan alat tangkap jaring insang hanyut atau tetap.
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Di kawasan Pantai rimur juga terjadi hal yang sama, hanya bedarnya

bila di perairan Selata Malaka sudah terjadi over fishing, sedangkan di

Samudera Hindia masih under fishing. Kegiatan penangkapan ikanr di

kawasan ini juga didominasi alat tangkap tradisional seperti bubu, panri:;ing

dan bagan tancap. Penangkapan ikan dengan bubu terutama ditujukan unluk

ikan-ikan demersal bernilai ekonomis penting seperti ikan kerapu, sedangkan

bagan tancap untuk menangkap ikan teri dan cumi-cumi. Bagan apung

umumnya diimiliki perusahaan-perusahaan perikanan dengan kapasftas

produksi yang lebih relatif besar.

Rendahnya tingkat pemanfaatan potensi perikanan tangkap di

kawasan barat juga berkaitan dengan minimnya investor di sektor perikanan

tangkap, karena disamping membutuhkan modal besar juga resiko kegagerllan

usaha cukup tinggi. Sebaliknya tingkat pemanfaatan yang relatif tinggii di

kawasan Pantai Timur diduga terjadi karena jumlah alat tangkap sudah jaruh

melebihi dari populasi sumberdaya ikan, sehingga memperlihatkan cPt"tE

(catch per unit effort) yang semakin menurun daritahun ke tahun.

Untuk mengatasi hal tersebut, pengembangan budidaya air payau clan

budidaya laut melalui program Minapolitan merupakan alternatif yang tepat

untuk meningkatkan produksi perikanan. Potensi budidaya laut di kawasetn

barat mencapai 120.000 hektar, dan Pantai Timur mencapai 54.000 hektiarr.

Masalah utama yang dihadapi masyarakat dalam pengembangan budidi:r1ra

laut adalah kesulitan permodalan dan lemahnya penguasaan teknol,ugi

budidaya mulai dari penyediaan benih, pembesaran, dan teknologi pa$,cia

panen.

SASARAN 10-a : Modernisasi Usaha Perikanan Tangkap

lndikator 10-a :
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Strategi 10-a :

SASARAIII l&b : Peningkatan Pendapatan Hasil Usaha Perikanan

lndikator 10-b :

Strategi 10-b :

pendaratan ikan dengan fasilitas yang memadai) untuk mendorcrng

perkembangan industri perikanan.

SASARAN 10-c : Pengembangan Minapolitan

lndikator 10-c :

sesuaidengan daya dukung wilayah pesisir.

budidaya laut.

laut dari lembaga keuangan pemerintah

Renanasfia@rs Wilayah Pesisir dan PulauAulau Kecil Ptovinsi Sumaten lJtan 201$2033 tt{t



Strategi 10+ :

sesuai dengan program Minapolitan.

suku bungra rendah.

melalui penerapan teknologi pembenihan, proses produksi dan teknol<lgi

pasca panen yang ramah lingkungan (marinepolitan)

Berdasarkan kebijakan dan strategi untuk mengatasi isu-isu utanra

tersebut, maka Renstra WP-3-K dapat dikelompokkan dalam 4 pillar

pembangunan di Sumatera Utara, yaitu :

1. Pembangunan Sosial (Pembangunan SDill)

a. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, kuantitas dan kualfrtas

guru diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

b. Mengembangkan program latihan teknis dan managerial usaha

perikanan.

c. Mengembangkan sekolah kejuruan bidang kelautan dan perikanan.

2. Pembangunan Ekonomi

a. Pengembangan Mata Pencaharian Altematif (MPA) di wilayah pesisir

dan pulau-pulau kecil.

b. Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan usaha kecil

dan menengah.

c. fr'{engembangkan koperasi di tingkat desa pantai-

d. Motorisasi kapal penangkap ikan

e. Pembangunan sarana pendaratan hasil perikanan

f. Pengembangan permodalan nelayan.

g. Pengembangan marinePolitan

h. Mengembangkan pusat informasi wisata bahari.

i. Mengembangkan sarana dan prasarana wisata bahari.
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j. Meningkatkan penyuluhan dan pelatihan pariwisata bahari.

k. Penataan penggunaan lahan pulau-pulau kecil

3. Pembangunan Lingkungan Hidup

a. Melindungi terumbu karang yang masih baik dan rehabilitasi yang

rusak (Pengembangan Kawasan Konservasi Laut daerah)

b. Penghijauan pesisir pantai untuk mencegah abrasidan intrusi air laut

c. Peningkatan sanitasi lingkungan pantai.

d. Pengendalian limbah domestik diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

e. Pengendalian Limbah lndustri diwilayah pesisir dan laut,

4. Pembangunan Kelembagaan dan Administrasi

f. Penguatan efektivitas fungsidan kelembagaan MCS

g. Pengembangan pengawasan berbasis masyarakat (Pokmaswas) di

setiap desa pantai.

h. Penetapan SOP dalam pengawasan terpadu WP-3-K.

i. Penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Desa pengelolaan wilayeth

pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap kabupaten dan desa pantai.
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V. PROSES IMPLEMENTASI RENSTRA WP.3.K

5.1 Pertimbangan SWOT Kelembagaan RSWP-3-K

Dalam implementasi Renstra Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil (RSWP-3-K) Provinsi Sumatera Utara, perlu dipertimbangkan

potensl kekuatan yang dimiliki lembaga pengelola WP-3-K, kelemah,an,

peluang dan ancaman yang akan terjadi di kemudian hari. Dengan

perkataan lain, kekuatan dan peluang perlu dimanfaatkan seoptirrn,al

mungkin, dan berupaya memperkecil kelemahan dan ancaman terhaclap

proses implementasi pengelolaan WP-3-K di wilayah Provinsi Sumahm

Utara.

Tabel 3. Matriks SWOT Kelembagaan RSWP-3-KProvinsi Sumatera Utara.

KEKUATAN KELEMAHAN PELUANG ANCAMAN

- UU N0.27m07

- UU No.3A2009

- UU No. 45l200g

- UU No.5/1990

- PPNo.3511991

- Perdasu No.5/2008

- Adanya lembaga
yang khusus
membidangi
pengelofaan

sumberdaya pesisir,

laut dan pulau-pulau

kedl{DKP)

- Peranan tokoh adat
dan tokoh
tn:aslrratat masih
linggi.

- Tingginya perhatian

dan dukungan
intemasional dan

LSM lokal teftadap
keJeslarian

sumberdaya pesisir

dan lautan di
lndonesia

- Belum adanya perda
pengelolaan wilayah
pesisir, laut dan
pulau-pulau kecil
Provinsi Sumatera
Ulua

- Belum adanya tata
ruang pesi$r dan
pulauautar keciil

Provinsi Sumatera
Utara.

- Kunangnya biaya,
sarana & prasarana

operasional unfuk
pengelolaan sumher-

daya pesisir dan laut.

- Kualitas dan
kuant?as SDM yang
belum memadai.

- Belum adanya sistem
pengawasan terpadu.

- Lemahnya penga-

wasan terhadap
illegalfishing

- Pemanfaatan

sumberdaya laut
didominasi teknologi
tradisional

- Luasnya areal laut
Pantai Baratdan
Pantai Timur unfuk
perikanan tangkap dan
budidaya laut.

- tVilayah pesisir', laut

dan dan pulau-pulau

kecil berpotensi utuk
paiw{sata bahad,

- Kelembagaan
ekonomi masyarakat
nelayan sudaft ada.

- Lembaga intemasional
yang membiaya
pengelolaan sumber-
daya pesisir, laut dan
pulau-pulau kecil
sudah ada

- Pengembangan
sekolah/pendidikan
linggi pedkanan dan

kelautan

- Posisi wilayah pesisir

Sumatera Utara yang

sangat sfrategis dan

berbatasan langsung
dengan negara tain

adalah peluang unbk

- Kemampuan SDM

masyamkat masih
rendah

- Kemampuan
permodalan dan
keterampilan masih
rendah.

- Minimnya mah
pencaharian

altematif (MPA).

- Pemakaian bom
dan racun dalam
penangkapan ikan

oleh nelayan lokal

dan nelayan asing.

- Degradasi terumbu
karang dan hutan
mangrove.

- Penegakan hukum
yang tidak tegas.

- Terjadinya
pecemaran pantai,

Wei{il la}t dan
pulau-pulau kecil.

- Ancaman
terodsme,
penyelundupan dan
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peredaran obal.

terlarang rnelalui

fansportasi laut.

- Ancaman bencana
tsunamidan gempa

bumi terutama
pada wilayah
pesisir Barat yang

terletak pada
pertemuan

lempeng Asia dan
lempeng Oseania

- Ancaman
pemanasan globarl

(global warming)
yag dapat
menyebabkan
peningkatan
permukaan air laut
yang

mengakibad<an

meningkatnya
frekuensi dan
intensitas banjir,

meluasnya
kerusakan
mangrove dan
intrusi air laut, serla
berkurangnya luas
daratan atau

hilangnya pulau-
pulau kecil

5.2 Proses lmplementasi

Rencana strategis ini merupakan dokumen yang dinamis untuk

jangka waku perencanaan 20 (dua puluh) tahun, dan menjadi bagiarrr

integral dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Provinsi Sumatera Utara. Strategi yang tertuang dalam Renstra inri

merupakan strategi pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau keciil

secara berkelanjutan dengan titik berat pada perlindungan dan rehabilitasi

ekosistem pesisir dan laut yang telah rusak, dan mendorong pemanfaatan

sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara optimal darr

berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyaraka,lt

pesisir.
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Sesuai dengan kerangka kerja pembangunan wilayah pesisir

dan pulau-pulau kecil secara terpadu, Renstra ini merupakan ?cui?n

dalam penyusunan perencanaan yang lebih spesffik, seperti Rencana

Zonasi (Zonation Plan'1, Rencana Pengelolaan (Management PIan) dan

Rencana Aksi (Acfion Plan).

Dalam proses implementasi program, beberapa hal yang harrus

diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Proses implementasi dibagi menjadi 4 tahapan waktu, yakni :

Tahap I (2013 - 2018), ll (2018 - 2023), Tahap W (2023 - 2028), dan

Tahap lV (2028 - 2033).

2. Prioritas implementasi didasarkan atas kepentingan dan manfaat bagi

stakeholders,

3. Penetapan instansiyang bertanggungjawab untuk setiap program.

4. Penetapan tanggungjawab institusi terkait untuk menjamin kejelasarn

koordinasi dan wewenang.

Dalam penunjukan instansi sebagai lembaga penanggung

jawab untuk setiap rencana aksi baik pemerintah maupun non

pemerintah, harus selalu didasarkan pada fugas pokok dan fungsi instansi

yang paling relevan. Demikian halnya lembaga pendukung harus

ditetapkan berdasarkan kedekatan fungsi lembaga tersebut dengan setiiap

implementasi program di lapangan.

Prioritas pelaksanaan program juga harus bersifat fleksibrall

dalam kerangka waktu implementasi. Artinya, perubahan yang terjadi dii

wilayah pesisir, baik aspek biofisik dan sosial ekonomi masyarakat dapat

mengubah prioritas implementasi program, sehingga secara dinamril;

seluruh program yang dilaksanakan di lapangan benar-benar aktuarl

sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan.
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Gilnbd6' $mana di RJau TdlD, Kecamatan R.dau+ulau Bdu, Nias
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Tabel 4. Matriks RENSTM Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara 2013.2033.

lsu Pengelolaan
Wilayah Pesisir
Laut dan Pulau'

Pulau Kecil

Kebijakan /
Sasaran

Strategi Rencana Aksl
Lembaga Penanggungjawab Kerangka Waktu

Utama Pendukung
2013.
20t8

2018.
2029

2A23.
2028

2029.
2033

1. Rendahnya
Kualitas
Sumberdaya
Manusia.

Peningkatan
Kualitas SDM
Masyarakat
Pesisir.

1. MeningkatKan sarana &
prasarana pendidikan,
jumlah dan kualitas
quru.

1. Pengadaan sarana
dan prasarana
sekolah SD dan
SMP

Dikbud
Kabupaten

Dinas PU &
Bappeda

Kabupaten

2. Mengembangkan
program latihan teknis
dan managerial usaha
perikanan,

2. Rekruitmen guru
dan pelatihan guru

Dikbud
Kabupaten

BKD
Kabupaten

3. Mengembangkan
sekolah kejuruan
bidang kelautan dan
perikanan.

3. Pelatihan teknis
dan managerial
bidang usaha
perikanan.

DKP
Kabupaten
&
DKP Prop

Perguruan
Tinggi

4. Mendirikan
Sekolah Menengah
Kejuruan
Perikanan &
Kelautan,

Diknas
Kabupaten
Kemdikbud

Bappeda
Kab,
Dinas PU

2. Rendahnya
Tingkat
Kesejahteraan
Masyarakat.

Peningkatan
Pendapatan
Masyarakat
Pesisir

1. Mengembangkan mata
pencaharian alternatif,

1. Pengkajian MPA. DKP
Kabupaten

Perguruan T.

2. Meningkatkan keteram-
pilan masyarakat dalam
pengelolaan usaha
kecildan menengah.

2. Pengkalian pengo-
lahan hasil
perikanan dan
pema$arannya.

DKP Kab Perguruan T.

3.Mengennbangkan 3, ft"-4ennbentuk dan rciusahaan
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Koperasi di tingkat
desa.

membina koperasi
nelayan di setiap
desa,

Koperasi
&

UKM
Kabupaten

Lemahnya
pengawasan
& penegakan
hukum diwila-
yah pesisir,
laut dan pulau
pulau kecil

Peningkatan
Koordinasi
dan Efektifitas
Pengawasan

1. Penguatan Efektivitas
Fungsi dan Kelemba-
gaan MCS dan
pendukungnya.

1. Pengadaan kapal
pengawas dan
alat komunikasi
radio.

DKP
Kabupaten

Perusahaan

2, Penindakan petaku
pelanggaran UU
Perikanan dan UU
Lingkungan Hidup.

2. Pembentukan
Pokmaswas di
Desa

DKP
Kabupaten

TNI AL dan
Polair

3. Penetapan SOP
Pengawasan
Terpaclu

DKP
Kabupaten Perguruan T

4, Pelatihan PPNS
Kabupaten dan
POKMASWAS.

DKP Pusat,
DKP
Kabupaten

Perguruan T,

Patroli Bersama DKP,
Polairud, dan TNIAL

Polisi

Perairan

DKP
Kabupaten
dan TNI AL

4. Belum adanya
tata ruang
pesisir, laut
dan pulau-
pulau kecil
Provinsi
Qrrr*-r---vst I tdlet at

Pengelolaan
wilayah
pesisir dan
laut secara
terpadu.

1. Mengembangkan
Partisipasi stakeholder
dalam penyusunan tata
ruang pesisir dan laut.

1. Melaksanakan
sosialigasi
rencana tata
ruang pesisir dan
laut pada
stakeholders

Bappeda DKP Provsu.
Perguruan

T.
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Utara 2, Mengakomodasi
dirnensi ekologi,
ekonomi dan sosial
dalam penyusu-nan
tata ruang pesisir dan
laut.

2. Penyusunen taE
ruang wilayah
pesisir dan pulau-
pulau kecil
Provinsisumut

tsappeda

DKP
Kabupaten

DKP PTOVSU.

Perguruan T.

S.Kerusakan -
ekosistem
terumbu karang
dan hutan
mangrove

Konservasi
terurnbu
karang dan
hutan
mangrove

1. Melindungi terurnbu
karang yang masih baik
dan rehabilitasi yang
rusak.

1. Penetapan
Kawasan
Konservasi Laut
Daerah (KKLD)

rerguruan T.

2, Penghijauan Fssisir
pantai untuk mencegah
abrasi dan intrusi -air

laut

2. Transplantasi-
karang pada
lokasiyang rusak

DKP
Kabupaten

Herusahaan

3, Penanaman
bakau di
wilayah
pesisir

DKP
Kabupaten,
Dishut

Camat,
Kepala Desa
dan NGO

6. Pencemaran
wilayah pesisir

dan laut oleh
limbah industri
dan domestik

Pengendalian
pencemaran
wilayah
pesisir dan
laut

1. Peningkatan sanita;j-
lingkungan pantai.

1. Pengadaan tempat
sampah rumah
tangga

Diskes
Kabupaten

Kimpraswil

2. Pengendalian lirnbah
domestik

2. Pelatihan sanitasi
lingkungan pesisir

Diskes
Kabupaten

Perguruan 1.

3. Pengendalian Lirnbah
lndustri

3. Pengadaan TpA
dan pengolahan
limbah domestik

Di$kes
Kabupaten

Dispemoas

Kimpraswil

4. Kewajiban lpAL
untuk setiap industri

EapeqaHa
dan KLH
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7. Potensi dan
objek wisata
baharibelum
dikembangkan
secara optimal.

Pengem6angan
wisata bahari
berwawasan
lingkungan.

1. Mengembangkan pusat
informasi wisata bahari.

1. F,engaqaan brosur
dan leaflet wisata
bahari dalam 3
bahasa
(English/lndonesia
/ Bahasa Daerah)

Dinas

Pariwisata
Kantor
lnformasi

Kabupaten

2. Mengembangkan
sarana dan prasarana
wisata bahari.

2. Pengadaan sarana
& prasarana
wisata bahari
(kapal, air bersih
& MCK).

Dinas
Pariwisata

ulsnub, PU

3. Meningkatkan penyulu-
han dan pelatihan
Pariwisata bahari.

3. Pelatihan selam
dan promosi
wisata bahari

DKP Dispariwisata
dan TNt AL

4. Pengendalian
pencema-ran
lingkungan pesisir

4. Pelatihan sanitasi
lingkungan pesisir

Diskes
Kabupaten

Perguruan T

5. Penataan penggunaan
lahan pulau-pulau kecil

5. Penyusunan
tataruang

Pulau-pulau kecil

Dinas

Kirnpraswil

BPN, DKP
Kabupaten

8. Terbatasnya
$arana dan
prasarana
transportasi Ke
pulau-pulau
kecil

Pengembangan
sarana dan
prasarana
trans-portasi
antar pulau

1. Pengembangan sarana
transportasi massal
yang diketota
Pemerintah daerah atau
swasta

1. Pengadaan kapat
penyeberangan
antara pulau.

Dishub Kimpraswil

2.Pengembangan
tarnspotrasi udara

_ perintis

2. Pembangunan
darmaga
pelab-uIsp

Dishub Kimpraswil
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9. Ancaman
abrasi pantai
dan intrusi air
laut di wilayah
pesisir dan
pulau-pulau
kecil.

Pengembangan
sabuk pantai
(green belt)

2. Reboisasi wilayah
pesisir dan pulau-pulau
kecil

Melaksanakan1. Melaksanakan
penghijauan
pantai secara
reguler oleh
pemerintah
daerah.

2. Pengendalian
Bangunan di sabuk
hijau sepanjang pantai

2. Penyuluhan sadar
lingkungan bagi
masyarakat
pesisir

3. Pengendalian penam-
bangan pasir pantai

3. Penataan
pemukiman di
sepanjang sabuk
hijau (geen belf)

10. Belum
optimalnya
pengelolaan
perikanan
tangkap dan
budidaya laut
dan air payau

Modernisasi
Perikanan
Tangkap dan
Pengembangan
Budidaya Laut
dan Air Payau

1. Motorisasi kapal
Penangkap ikan

1. Pengaclaan kapal
ikanmotor5-10
GT

pendaratan hasil
2. Pembangunan

Dermaga
Perikanan dan TPi

Kabupaten
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VI. PROSES KAJI ULANG DAN EVALUASI

Rencana strategis harus tetap aktual dan dinamis, sehingga

diperlukan penyesuaian ataupun modifikasi program sesuai

perkembangan isu-isu pengelolaan di wilayah pesisir dan pulau-pularr

kecil. Dokumen ini perlu direview secara teratur setiap 5 (lima) tahun, yang

mengacu kepada keberhasilan dan hambatan dalam pelaksanaan

Program Pembangunan Daerah (Propeda) dan umpan balik dari

pelaksanaan rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi.

Gambar 7. Proses Kaji Ulang Renstra WP-3-K Provinsi Sumatera Utara
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Pemantauan atas kinerja rencana-rencana yang telah dibuat,

merupakan dasar bagi evaluasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau,-

pulau kecil. Dalam proses kaji ulang dan evaluasi strategi-strategi yangl

diimplementasikan, indikator-indikator keberhasilan program menjadi

acuan dasar penilaian. Pengubahan ataupun modifikasi program harus

tetap memperhatikan potensi dan peluang serta kekuatan dan kelemahan

kelembagaan dalam pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Provinsi Sumatera Utara.
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VII. PENUTUP

Berdasarkan hasil survey lapangan, wawancara mendalam, diskusi

kelompok terfokus dan konsultasi publik tingkat kecamatan, kabupaten,

dan tingkat Provinsi, terdapat 10 (sepuluh) isu wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecildi ProvinsiSumatera Utara, yaitu :

1) Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia.

2) Rendahnya Kesejahteraan Masyarakat Nelayan

3) Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum diWilayah Pesisir darr

Pulau-Pulau Kecil.

4) Belum Adanya Tata Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

5) Kerusakan Ekosistem Mangrove dan Terumbu Karang.

6) Pencemaran Wilayah Pesisir dan Laut oleh Limbah lndustri dan

Domestik

7) Potensi dan Objek Wisata Bahari Belum Dikembangkan Secara

Optimal

8) Terbatasnya Sarana dan Prasarana Transportasi ke Pulau-Pulau Kecil.

9) Ancaman Abrasi Pantai dan lntrusi Air Laut di Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil.

10)Belum Optimalnya Usaha Penangkapan lkan dan Budidaya Laut.

Seluruh kebijakan, strategi, rencana aksi dan kerangka waktu

implementasi didasarkan pada kesembilan isu tersebut. Agar Renstra

WP-3-K Provinsi Sumatera Utara tetap aktual, maka harus dilakukan karji

ulang dan evaluasi berdasarkan monitoring kinerja program atas dasar

indikator-indikator keberhasilan yang telah ditetapkan setiap 5 tahun.
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Lampinn 1. MATRIKS SWOT RENSTRA WILAYAH PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL
KAWASAN PANTAI BARAT SUMATERA UTARA

KEKUATAN KELEMAHAN PELUANG ANCAMAN

) Perairan laut yang sangat luas,

) Jumlah desa pantai yang besar.

) Memiliki ekosistem terumbu karang
) Memiliki pulau-pulau kecil

) Peranan tokoh masyarakat masih tinggi
) Perdasu N0,05/2008 tentang Peng.

Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

) UU Otonomi Daerah
> UU N0.45/2009, tentang Perikanan,

larangan nelayan menangkap ikan

dengan Bom, racun dan aliran ilstrik
) Sudah ada KKLD dan DPL
tsAda pasar produk perikanan dan

kelautan.

) Kualitas SDM relatif rendah,

) Pendapatan rendah (banyak rumah darura$

F Kurang infiomasittg konservasi SPLP2K
) Kebijakan tidak berpihak pada masy.pesisir
D Lemahnyapengawasan dan penegakan hukum

) Kurang poduli masyaraktat terhadap konservasi
F Tidak ada keadfan mengatur pengelolaan sdhl
D Kurangnya lembaga pemerhati sdhl
) Kordinasi antar intansi masih lemah
D Dana , sarana, dan prasaranalmasih kurang

) Kualilas dan kuantitas SDM (stafl masih kurang

F Kurang sosialisasi hukumlperaturan
) Belum adanya penataan ruang pesisir, laut dan

pulau-pulzu kecil secara finci
) Belum bertungsinya PPN dan TPI dengan baik
) Permodalan dan keterampilan rendah

Potensi wisata bahari tinggi
Potensi perikanan tangkap tinggi

Potensi budidaya laut dan payau tinggi
Peningkatan teknologi penangkapan,

budidaya laut dan pengolahan hasil produk
perikanan terbuka,
Prospek pemasaran hasil perikanan masih

sangat baik,
Pengembangan industri perikanan terpadu

) Kerusakan terumbu karang
) Pengambilan biota dilindungi (kima,dll)
ts Persepsi dan visi lingkungan tiap

instansi belum sama
F Rusaknya DAS yang mengakibatkan

pencemaran Perairan) Kerusakan terumbu karang karena

pengeboman, peracunan, bhn

bangunan
F Sistim pemasaran hasil perikanan

masih lemah
D Status kepemilikan lahan tidak ielas
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Lanpiran 2. MATRIKS SWOT RONSTRA WILAYAH PESISIR DAN PULAU PULAU KICIL
KAWASAN PANTAI TIMUR SUIVIATARA UTARA

KEKUATAN KNLEMAHAN PELUANG ANCAMAN

o Perairan laut yang sangat luas,

r Jumlah desa pantai yang besar
o Meiliki ekosistem mangrove.
o Meiliki pulau-pulau kecil

r Peranan tokoh masY,ma$h tinggi
e Perdasu N0,05/2008 ttg Peng, Pesisir

dan Pulau-pulau Kecil

r UU Otonomi Daerah
r UU No45/2009, tentang Perikanan,

larangan nelayan menangkap ikan

dengan Bom, racun dan aliran ilstrik
. Ada pasar produk perikanan dan

kelautan,

Kualitas SDM yang relative rendah

Pendapatan rendah (banyak rumah darurat)

Kurang infromasittg lh dan konservasi

Kebijakan tidak berpihak pada masy,pesisir

Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum

Masyaraktat kurang peduli terhadap konservasi

Tidak ada kearifan mengatur pengelolaan sdhl

Kurangnya lembaga pemerhati sdhl

Kordinasi antar instansi masih lemah

Dana , sarana, dan prasaranal masih kurang

Kualilas dan kuantitas SDM (stafl masih kurang

Kurang sosialisasi hukum/peraturan

Belum adanya tata ruang pesisir, laut dan ppk
gecara rincl

Belum ada KLLD dan DPL
Permodalan dan ketetampilan rendah

) Potensi wisata baharitinggi.
F Potensi perikanan budidaya laut dan

payau tinggi

F Peningkatan teknologi budidaya laut dan
payau tehuka,

F Prospek pemasaran basil perikanan masih
sangat baik

F Pengembangan industri perikanan terpadu

ts Kerusakan hutan mangrove.

) Pengambilan biota dilindungi
(kima,dll)

F Persepsi dan visi lingkungan tiap

instansi belum sama

F Rusaknya DAS yang mengakibatkan
sedimentasi perairan Pantai

) Pencemaran wilayah Fesisir dan laut

oleh limbah industridan domestik
F Sistim pemasaran hasil perikanan

masih lemah
F Status kepemilikan lahan tidak jelas

Rencana StrategisWilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara 2013-2033 75



ffiLOLAAN LAUT DAN PULAU.PUTAU KECIL PROVINSI SUMATERA UTARA

1. lllegol fishing

2. Rdklomcsi Pontoi
3. Ronflik kePenilngon

1. lllggol flshinO'* '

I l.Topanvli

5.Bolu Boro

6. Asohon

j 7.Tanivry 
,

Bolqi

:

:'",-i 8. labuhon Botu .'""' '-tr

\ l""rnxo.,s,l

.,.tir,. j.,,.::.,.,

l. Belum optimolnyo pengeloloon pulou'pulou kecll

lerluqr
2. Ancamsn lnfrusi olr loul

;. S.lit.ntoti okibot kerusokon swnber doyo hulon

l. Konflik PenongkoPon lkon

2. Sedimentosi koreno kerusokon

huton di doeroh hulu

MALAYSIA

l. KurongnYo sorqno don Prosorono

Pulou-Pulou kecll

2. konflik pemonfooton srmber doyo

ikon

5tr
'.,rri.. .- I,

1. Penombongon Posir

2. Reklomosi Pontoi

l. Kelongkoon Jenls lkon

Trubruk

2. Sedlmentosi Yong tinggi4. Konflikzonb

i. iliegoi fi$ntrrg

2. Penombongon Posir

3. Keenggononinvesior
menonqmkon rnodol

l. Keenggononinvestbr
nrenonornkon modol '

2. Penombongon Poslr

' 
RdAN HIIIR

t 4. G. Sttoli
't: : '$inlironon invesloi :

,. ,.., mcnonqt"t on mbdol

,. lllrgol Flshing

;.-..,,.-.....--.'-''r'.,(-'\"'I abxaNxulu6

l . Keetrggcncn iotgtht'nl"i;" 'tt
mcnonomkon mods' , .,: '' ,*, 

,

2, lllegot Fistring I *"oil ' ' ""'"

I . Keenggonon lnve$or mdirdirbdrF<iirf tno&t ''q'r' I
.1.' ufrra ruLuH xorc2. lllegol Fislfffg; .,r:. ."^"^.i^..^i, 

- 
ii

g.Topnuli ..

-2, BElodtlo|ptlmolnyo pengelolootr *.rururo".l4r

.'*.rncrikooott{ongkopdontiudldoYo *o*,,rr
i\ INDRAOIR HLIF

; '. HoRAslRlSuLu


